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BABI

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Awal  dari  kehidupan  berkeluarga  adalah  dengan  melaksanakan  perkawinan

sesual  dengan  ketentuan  agama  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.

Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesual  dengan   peraturan perundang-undangan

yang  berlaku,  ke]ak     dapat  mengakibatkan  timbulnya  masalah  dalam  kehidupan

keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami-istri diluar perkawinan (pehikahan) adalah

perzinaan.  Dan  perzinaan  adalah  perbuatan  terkutuk  dar.  termasuk  salah  satu  dosa

besar.

Menqut    Undang-Undang    No.1     Tahun     1974     tentang    perkawinanan,

Perkawimn, adalali  ikatan  lchir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita

sebagal suami istri der,gan tujuan membentuk keluarga (rumali tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

-Tuju.rfundi]5ksanalta+rfu-ya-i55rk5wi-flan-ialali-'rififiit-in-e-nd5T+ark-al'kffiin~an-,-

untuk  menjngkat  derajat  dan  status  sosial  baik  pria  maupun  wanita,  mendekatkan

kembali hut)ungan kerabat yang sudah renggang antara pertalian persaudaraan kaum

kerabat suamj dengan kaum kerabat istri yang mana pertalian itu akan menjadi suatu

jalan  yang membawa kepada  saling menolong  antara  satu  kauni  dengan yang  lain,

dan  akhimya  rumah  tangga  tersebut  menjadi  sendi  dasar  drri  susunan  masyarakat

ser(a agar harta warisan tidal[ jatuh ke orang lain.

Tuju'an perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama d-



alam  rangka  mendinkan  kelurga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Hamohis

dalam   menggunakan   hak   dan   kewajiban   anggota   keluarga,    sejahtera   artinya

terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keper]uan lahir dan

batirmya,   sehingga   timbu]lah   kebaliariaan,   yalmi   kasih   sayang   antar   anggota

keluarga, serta perkawinan dalarn islam juga bertujuan untuk memelihara pandangan

mata dan menjaga kehomatan  diri  dan untuk mendapat ketumnan  yang sah  serta

I

sehat   jasmani,    rohani    dan    sosial,    mempererat    dan    memperluas    hubungan

keke]uargaan serta membangun hari  depan jndivjdu,  keluarga dan masyarakat yang

1

lebihbaik.   I

Meskipun demjkian fakta menunjukan bahwa tidck sedikit perkawinan yang

awalnya dibangun dengan cinta dan kasih sayang pada ckhjmya bubar dan berakhir

dengan I)erceraian, karena kcmclut rumah tangga yang mcnghantamnya. Akibat dari

bubamya  perkawinan  ter§ebut  banyak me.ulmbulkan  masalali,   diantarany?  ada]ah

masalah  anak yang terlaliir dari  perkawinan  itu.  Tidak sedikit anak yang dilahirkan

dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan.

Adanya  perbedaan  keingjnan  dari   orang  tua  anak  tersebut  menimbulkan

berbagai masalah hukum antara lain, masalah penguasaan anak, misalnya siapa yang

harus  memelihara  anak-anakmereka,  hak-hak  apa  saja  yang  dipero]eh  anak  dari

orang  tua mereka yang te]ali  bercerai,  dan  lain-lain.  Dengan  putusnya  perkawinan

tentu saja ada dampakanya bagi anak, terLltama bagi anak-anak yang masih dibawah

umur.  Biasanya  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan jiwa  dan  fisik  sang  analq  dan

pengurusan kepentingan anak.



Sebagajmana djketahui  bersama bahwa anak  merupakan penerus bangsa  yang

mengemban     tugas     bangsa     yang     belum     terselesail{an     oleh     generasi-generasi

sebelumnya.  Sebagaj  penerus  cita-cita  bangsa  dan  negara,  anak  harus  dapat  tumbuh

dan  berkembang  menjadi  manusia  dewasa  yang  sehat  rohani  dan  jasmanj,  cerdas,

bahagia,    berpendidjkan    dan    bermoral    tinggi.    Untuk    itu,    anak    tersebut    harus

memperoleh kasih sayang, per]jndungan, pemb]naan, dan pengarahan yang tepat.

Menyadari  demikian  pentingnya  anak  dalam  kedudukan  keluarga,  jndividu,

masyarakat,  bangsa  dan  negara  maka  undangundang  telah  mengatur  hak-hak  anak

misalnya  dalam   Undang-Undang  No. I   Tahun   1974  tentang  Perkawinan,  Undang-

Undang No.4 Tahun  1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.  3 tahun

1997  Tentang  Pengadilan   Anak,   dan   lnstruksi   Presiden  No.I   Tahun   199]   tentang

Komp].lasi  Hukiim  Islam  dan  berbagai  peraturan  perundangundangan  lain   Demjkian

pula hak-hak anak diakui  o]eh sejumlah putusan pengadilan.

Dl     sanping    hak-hak     anak     mempero]eh     pengakuan     dalam     peraturan

perundang-undangan   nasional,   hak-hak   anak  juga   memperoleh   pengakuan   d

peraturan   perundang-undangan   nasional,  maupun  secara   intemasional.   Hal   telSebu

terlihat     dalam     berbaga]     konvensi-konvensi     intemasional     yang     memfoku

\_+,
perhatiannya  terhadap  persoalan  anak  seperti  misalnya  (_'o#ve77/7o#  o»  r4e  I?rg/7/5.  o/

(:hild   TahLin    lQ89.  ILO   Convenlion   No     182   (`oncerning   The   Prohibilion   and

Amedicile  Aclicln  i.(jr  The   W(]rs[   I:orms   Of  [he   (:hild  I,(ibour  tahun   1999   dan  la`m

sebagainya.

Namun meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan-



dan adanya kecenderungan intemas].onal yang memfokuskan perhatian terhadap anak,

pada   kenyqtaannya   masih   banyck   anak   yang   tidak   beruntung   (d7.S`ac7vc!#/c}ged

chJ./dreH) d alam mencukupi kehidupannya.

Sebagal salah satu fcktor ketidalcberuntungan anak dalaln proses pertumbuhan

dan perkembangannya balk diljhat dari  aspek rohani maupun aspek jasmani berupa

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang layak bagi anak adalah

akibat adanya perceraian kedua orang tuanya.

Balk Undang-Undang No. I  Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi

Presiden   No.I    Tahun    1991    Tentang   Kompilasi   Hulcum   Islam   dan   peraturan

perundang-drdangan  lainnya yang dijadikan hukum materil  oleh  pengadi]an  agama

dalam   memutus   perkara-perkara   perceraian   dalam   Pasal-Pasalnya   dengan   tegas

mengatiir tentang ke.wajiban orang t`ia terhadap biaya nafkah anak setelah teriadinya

perceraian   maupun   dalam   proses   perceraian   di   pengadilan   agama,   yang   pada

hakikatnya membebankan kewajiban itu kepada orang tua ]aki-]aki (ayah).

Men]perhatikan fenomena di atas, penu]is tertalik untuk melakukan penelitian
I

tentang   "Tanggung   Jawab   Ayah   Terhadap   Nafkah   Anak   Selama   Proses

Perceraian \di Pengadilan Agama Ka bupaten Maros''.

1.2  Rumusan Masa]ah

Berdasarkan  latar be]akang masalah  yang  telah  dikemul(akan  di  atas,  dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

I)    Bagaimana  pelaksanaan  tanggung jawab  ayali  terhadap  nafkal  anak  selama

proses perceralan di Pengadilan Agama Kabupaten Maros ?



2)    Bagaimanakali akibat hukum perceraian terhadap naflcah anak?

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a.     Tujuan penelitian

Dengan   adanya   permasalalian   berdasarkan   rumusan   masalah   yang   telah

dikemukakan  di  atas  dan tetap berpedoman pada  objektifitas  penulisan  suatu karya

jlmiah, maka tujunn dari pene]itian ini adalah:

1)    Untuk mengetahui bagaimana pe]aksanaan tanggung jawab ayah terhadap

nafl{ah  anak selama  proses  perceralan  di Pengadi]an Agama Kabupaten

Maros.

2)    Untuk   mengetahui   bagaimanakah   akibat   hukum   perceraian   terhadap

haft(ah anak.

b.    Kcgunaan pcnc]itian

Dengan   adanya   permasalahan   berdasarkan   rumusan   masalah   yang   telah
-t

dikemukakan di  atas  dan tetap berpedoman  pada  objektifitas  penulisan  suatu karya

ilmiah, maka kegunaan dan peneJit]an ini adalah:

1 )    Kegunaan teoritis. Penelitian ini, menggunakan pendckatan empiris, maka

hasilnya  diharapkan  berguna  untuk  kepentingan  sarana  rekayasa  sosial
I

dalam  mengembangkan  teori-teori   hukum  tentang  dimensi  penegakan

hukum  yang  harus  dicapai,  serta  hubungan  peran  penegak  hukum  dan

peran   serta   masyarakat   dalam   mencapai   efektifitas   hukum   tentang

bagaimana  tanggung jawab  ayah  terhadap  nafkch  anck  selama  proses

perceraian dan akibat hukum perceralan terhadap nafkah anck di Pengadi-



an Agama Kabupaten Maros.

2)    Kegunaan praktis. Penelitjan ini djharapkan mempunyai  nilai kemanfatan

Lntukkepentinganpenegakanhukum,seh].nggadapatdijadikanmasukan
I

qalam   cara   berpihir   dan   cara   bertindak   bagi   penegak   hukum   dan

rasyaraltat  tentang  bagaimana  tanggung jawab  ayah  terhadap  nafltah
I

anak  selama  proses  perceralan  dan  akibat  hukum  perceralan  terhadap
I

hafl(ah anak di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

Penelitian

a.    Penqekatan masalah

DalaLpenelitjaninj,penu]ismenggrnckanmetodepene]itianhckumempiris

:::gp:ned]::i:Lpe::::annoh:aTfnpoe:u:]t:f::ckpe:d:k:teanne::a:mtesrohsa]:;:grpser:::r=
i

perundang-`}ndangan,asas-asashukundanbahanhukumyangberhubungandengan

peneljtian  ihi.  Pendekatan  ini  dilakukan  untuk memperoleh  data  sekquder.  Adapun
I

pendekatan ,secara sosiologis di]akukan untuk mempeio]eh data primer yaitu dengan

cara melakukan penehti.an dan wawancara langsung kepada Kepala Kantor atau yang

ditunjuk ol  h Pengadjlan Agama di Kabupaten Maros.. Dalam menganalisa data yang

diperoleh, aka penulis menggunakan analisis kualitatjf.

b.     Lol{4si penelitian

Aga|   penulis    dapat   menjawab   rumusan    masalah    yang    djangkat   pada
I

penulisan  sl{ripsi  inj,  maka  pene]jtian  terhadap  "Tanggung  Jawab  Ayah  Terhadap
1`

Nafkah  AnSk  Selama  Proses  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Maros"



di]akukan

djpilihnya

i  kantor Pengadilan Agama Kabupaten  Maros.  Pertimbangan  mengenai

okasi  penelitian jnj  yaitu  dengan me]akukan penelitian  di  ]okasi  tersebut

Penulis  dapat memperoleh  data yang  lenBkap,  akurat dan  memadai  sehingga  dapat
.

memperolehhasilpenelitianyangobjektifdanberkaitandenganobyekpenelitian.

Selajn   fu, penulis   melakukan   penelitian   kepustakaan   yaitu   penelitian

dilakukan di berbagal perpustakaan dan internet,  serta perpustakaan pribadi (ko]eksi
I

buku yang

c.     Jen

imi]iki penuljs).

dan sumber data

data

data  dalan  penelitian  ilmjah  yang  penulis  gunakan  terdiri  atas  2

ua)' yakhi ,

Data  primer  yaitu  data  dan  informasi   informasi   yang  diperoleh

melalui    penelitian    lapangan    dengan    pihak-pjhak    yang   terkait

sehubungan der,gan penelitian ihi, antara lain kepada Kepala Kantor

-Pefiga-dil5HIArgffiaiai-KTat55i5teffM5F55T----

Data  sekunder yaitu  data yang  dipero]eh melalui  studi  kepustakaan

terhadap  berbagai  macam  bacaan  yaitu  dengan  menelaah  literatur,

artikel,  serta  peraturan  perundrng-undangan  yang  berlaku  maupun

sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan peneljtian.

2)    Sumberdata
I

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

i      Penelitian pustaka (/i.brary research), yaitu membaca serta menelaah ber-



bagai  ]Iteratur seperti  buku  kepustakaan,  koran dan karya ilmiah yang

relevan dan berkaitan ]angsung dengan obuek penelit]an.

•      Penelitian  lapangan  o?e/c7 rc.9cc}rc/I),  yaitu  pengumpulan  data  dengan

wawancara   dan   mengamati   secara   sistematis   terhadap   fenomena-

fenomena yang diselidik].

d.     Teknjk pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan ada]ah:

1)     Wawancara atau pembicaraan langsung dan  terbuka dalam  bentuk Tanya

jawab dengan  Kepala Kantor atan yang ditunjuk  o]eh  Pengadilan Agama

di Kabupaten Maros.

2)    Wawancara atau pembicaraan  langsung dan  terbuka dalam bentuk  Tanya

jawab   kepach   pihak   yang   bersangkutan   yang   dalam   proses   perkara

percerajan di Pengadilan Agama Kabupaten Maros

e.     Analisis data

Data-data  yang  berhubungan  dengan  tanggung jawab  ayah  terhadap  nafkah

anak    selama    proses    perceraian    dj    Pengadilan    Agama    Kabupaten    Maros

selanjutnya   dianalisis   dengan   menggunakan   analisis   kualitatif,   yaitu   memapar

data yang telah djperoleh kemudjan menyimpulkarmya.

Perangkat   yang   d]anal]sis   atau   dlkaj]   yakn]   data   yang   termasuk   dalam\

kelompok  data  pnmer maupun  sekunder   Analjsis  data  inj  terfokus  pada  baga]mana

pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap naflcah anak selama proses perceraian dan



bagaimanalcah akibat hukum perceraian terhadap nafl[al] anak.



BAB2

TINJAUAN PUSTAKA
I

2.1  Beber4pa pengertian
I

a.    Pengertjan tanggung jawab

Tanggungjawab menurut Kanus Umuni Baliasa hdonesia adalah:

Keaqaan wajib menanggung segala sesuatunya.  Sehingga bertanggung jawab
I

menumtkatusumumbahasaindonesiaadalalberkewajibanmenanggung,mem]kul

jawab`,  meninggung  segala  sesuatunya  atau  memberikan  jawab  dan  menanggung

ck]bath=aenLtRIdwanHa]]m(REarmrm]sa,2oo84)mendefinlslkantangFT8

[

jawabhs:h:#as`e:1.]atwak,ba„eb,hian]`,tdanpe|aksannperanan,balkpeTanan'fu

j:::bpT:akdi¥riTjkkiw:g:fbbfgajat£:#gjbkikuua:#n.::]C±raukuanmus:s:::gg::
berp6rilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah

:iau[Te¥bgun¥nFyjaanwgaEisTn#::,:;aE;:snagdgda:k%ne:sg?a:kT¥n:ig:gia`wf:
juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajjbannya

Jadi inenunt RIdwan Hamil tanggung jawab hukum adalali suatu akittat lebih
I

lanjut  din belaksanaan peranan hak, keawajiban, atupun kekuasaan.
I

Adabun  Purbacarcka  (2010:37)  berpendapat  bahwa  tanggung jawab  hukum

yaltu:

bers`;inber atau laliir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampunn
tiap  |orang  untuk  menggunakan  hak  atau/dan  melaksanakan  kewajibannya.
Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan
hak  balk  yangn  dilakukan  secara  tidak  memadai  maupun  yang  dilakukan
secara  memadal   pada  dasamya  tetap  harus  disertal   dengan  pertanggung

[
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jawal)an,    demikian    pu]a    dengan    pelcksanaan    kekuasaan    (Purbacaraka,
2010:37)

Sedangakan menurut Purbacaraka melihat fanggung jawab hukum bersumber

dari    penggunaan    fasilitas    dalam    penerapan    kemampunn    tiap    orang    untuk

menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewaj ibannya.

Tandgung   jawab    adalah    kesadaran   manusia   akan   tingkah    laku    atau
perbinatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  Tanggung jawab
juga berarti berbunt sebagai wujudan kesadaran akan kewajibarmya. Manusia
pada hakikatnya adalah  makhluk yang bertanggung jawab.Disebut  demikian
karena  manusia,  selain  merupakan  makhluk  individual  dan  makhluk  sosial,

juga merupakan makh]uk Tuhan. Manus].a memiljkj tuntutan yang besar untuk

#nkgs=::iai,aTna:ivE::fi:tgaautpj: I::1::ns=Dk:,nanseJiuo:::Es ::::|anmadna:::     -~ ``
merdpakan  makhluk  sosial.Ia tidak dapat  hidup  sendirian  dengan  perangkat
nilai-nilal sclera sendiri. Nilai-nilai yang diperankan seseorang da]am jaminan
sosial  harus  dipertanggungjawabkan  sehingga tidak  mengganggu  konsensus
nilai  yang  te]ah  disetujui  bersama.  Masalah  tanggung jawab  dalam  konteks
individual   berkaitan   dengan   konteks   teologis.Manusia   sebagai   makhluk
jndjvid`ial    aTti.nya    manusi.a    har`is    hertanggring   jawab    teThadap    djTinya

(seimbangan  jasmani   dan  rohani)  dan  harus  bertanggung  jawab  terhadap
Tuhannya (sebagai  penciptanya).  Tanggung jawab manusia terhadap dirinya
akan{ lebih kuat intensitasnya  apabila ia mentiliki  kesadaran yang mendalam.
Tanggung  jawab   manusia   terhadap   dirinya  juga   muncul   sebagai   akibat
keyakjnamya   terhadap   suatu   nilai   (   http   ://   herujulianto89.   wordpress.
com/2013/12/12/pengertian-dari-tanggung-jawab-yang-bajk-antara-manusia)

Dem`ikian  pula  tanggung jawab  manusja  terhadap Tuhannya,  manusja sadar

akan   keyak]nan   dan   ajaran-Nya.   0leh   karena   itu  manusia   harus   menjalankan

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya agar manusia dijauhkan dari perbuatan keji

dan munkar.

Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanjan.Orang

yang bertanggung jawab  adalah  orang  yang  berahi  menanggung  resiko  atas  segala

yang menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang
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lain,   tidaki  pengecut   dan   mandiri.   Dengan   rasa   tanggung   jawab,   orang   yang
I

bersangkutat  akan  berusalia  melalul  selumh  potensi  dirinya.  Selain  itu juga  orang

yaiig hertanggung I.awab  adalah  orang yang  mall t]erkorban  (lemi  kepenlingan  orang

lain.

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajjban. Kewajiban adalali sesuatu

yang djbebalcan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap liak

dan dapatjuga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggungjawab dalam hal ini adalah
I

tanggung jaivab terhadap kewajibannya. Kewajiban dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1)     Kewa.iiban Terb@tas

Kewijiban jni tanggung jawab diberlakukan kepada setiap orang.  Contohnya
undang-undang   larangan   membunuh,   mencuTi   yang   disampingnya   dapat
diadakan  hukuman-hukuman  (  http  ://  heruj.ulianto89.  wordpress.  com/20]3
/12/12/penger[ian-dari-tangg`ing-jawab-yang-balk-antara-manusia)

2)    kewajiban tidak Terbatas

Kewajiban   ini   tanggung   jawabnya   diberlakukan   kepada   semua   orang.

:i##|aE;:ewhabsutaerraha::ti,kse#ankea£:]€,a:£]ainnyak::#ka#.n8(gf'httspeb:/b/
herujulianto89.  wordpress.  com/2013  /12/12/pengertian-dar].-tanggung-jawab-

yang-balk-antara~manusia)

Ora|`g yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan,  karena orang

tersebut daprat menunaikan kewajibarmya.  Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh

dirinya  atau, orang  lain.  Sebaliknya, jika  orang  yang tidak  bertanggung jawab  akan
I

menghadapi  kesulitan karena  ia tidak mengikuti  aturan,  norma,  atau  nilai-nilai  yang

berlaku.  Problema utama yang  dirasakan  pada zaman  sekarang  sehubungan  dengan
i

masalali tanggungjawab adalch berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa h-
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ormat dln  terhadap pertanggungjawaban

Orang  yang  berlanggung ja\\/.ab  I.tu  akan  mencoba  untuk  berbuat  adil    Tetapi

adakalanya   nrang   y<ing   bertanggiing  jawab   tidak   dianggap   adil   karena   r`int`ihnya

nilai-nilai  yang  dipegangn}Ja  dan  runtuhnya  keimanan  terhadap  Tuhan.  Orang  yang

demikian  tentu  akan  mempertanggung jawabkan  segala  sesuatunya  kepada  Tuhan

Karena   hanya   Tuhanlah   yang   bisa   memberikan   hukuman   atau   cobaan   kepada

manusia agar manusia mau mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya

b.     Pengertian  perceraian

I )     Pengertian perceraian menurut undang-undang

Perceraian   menurut   Pasal   38   ljndang-undang   No.    I    Tahun   ]974   tentang

Perkawinan    adalah    "Putusnya    perkawinan".     Adapun    yang    dimaksud    der\.gan

r}erkawinan     men`:riit  T'asal   1   Tlndang-`indang  Nn    I   Tahim   1974  adalah  "I.katan  lahir

batin  antara  scorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan

membentuk keluarga (rumal  tangga)  yang ba'hagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan

Yang Maha Esa"  Jadi, percerai`an adalah putusnya ikatan  lahir batin antara suami  dan    ,... :-r`'`

istri   yang   mengakibatkan   berakhirnya   hubuiigan   ke]uarga   (rumah   tangga)   ant,af

suami  dan  istri  tersebut

Pasal   39   Undang-unda.ng   No     I    Tahun    1974   tentang   Perka\`;inan   mem

ketentuan   imperatif  bahwa  perceraian  han}ra  dapat   dilakukan  di   depan   pengadi]an,

setelah pengadllan yang bersangkutan  berusaha  mendamalkan  kedua belah  pihak

Menurut  Ema Wahyuningsih dan Putu Samawati  (2008110) bahwa

Sehubungan dengan  Pasal  ini  menjelaskan bahwa wa]aupun perceralan adalah
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uru§an   pribadi,   balk   itu   atas   kehendalt   satu   di   antara   dua   pihak   yang
sehinsnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah,
tetapi  demi  menghindari   tindakan  sewenang-wenang,  terutama  dari  pihak
suami  (karena  pada  umumnya  pihak  yang  superior  dalam  keluarga  adalali
suami)   dan  juga  untuk  kepastian  hukum,  mcka  perceraian  harus  melalui
saluran lembaga peradilan.

menurut  Erna  Wahyuningsih  dan  Putu  Samawati  untuk  menghindari

tindakan   yang   sewenang-wenang   dari   seorang   suami   dalam   suatu   perceralan

pemerintah   harus   turut   campur   melalui   sa]uran   lembaga   peradilan   agar   dapat

menghindari hal tersebut terjadi dalam urusan perceraian.

Pengertian   perceraian   dapat   dijelaskan   dari   beberapa   perspektif  hukum

sebagai berikut:

Perc!raian menurut hukum  islam yang te]ah dipositifkan  dalam  Pasal  38  dan

Pasal   39   Undang-undang   No.    I   Tahun   ]974   tentang   Perkawinan   yang   telah

dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  mencakup  antara  lain
1

sebagai berikut:

•      Perceraian  dalam pengertian  cerai  talak,  yaitu  perceraian yang diajukan

pemohonan  cerainya  oleh  dan  atas  inisiatif  suami  kepade  Pengadilan
Agama,   yang   djanggap   ten.adi    dan   berlaku   beserta   segala   akibat
hukumnya  sejak  saat  perceraian  itu   dinyatakan   (dijkrarkan)   di   depan
sidang Pengadilan  Agama  (Pasal  ]4  sampai  dengan Pasal  ]8  PP  No.  9
Tahun  1975).

•      f'erceraian dalam pengertian cerai gugat,  yaitu perceraian yang diajukan

chigatan  cerainya  oleh  dan  atas  inisiatif istri  kepada Pengadilan  Agama,
iiang dianggap teljadi  dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak
jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah  mempunyai  kekuatan
hukum  yang  tetap  (Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  36  PP  No.  9  Tahun
1975)-

Perceraian menumt hukum agama selain hukum islam, yang telah pula diposi-
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tiflcan dalam Undang-undang No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan  dan   dfjabarkan

dalam  Peraturan  Pemerintah  No.   9  Tahun   ]975,  yaitu  perceraian  yang  gugatan

cerainya di4jukan oleh dan atas inisiatif suami  atau jstri  kepada Pengadilan Negeri,

yang   dianggap   tejadi   beserta   segala   akjbat   hukumnya   terhrfung   sejak   saat

pendaftarannya pada  daftar pencatat oleh Pegawal  Pencatat di Kantor Catatan  Sipil

(Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun ]975).

2)    Pengertian perceraian menurut dotrin hukum

Perceraian   menurut   Subekti    Ovluliammad   Syaifuddin,   2014:156)   adalah

"Penghapusin  perkawinan  dengan  putusan  hakin  atau  tiintutan  sa]ah  satu  pihak

dalan perkawinan itu".

Jadi  pengertian  perceraian  menurut  subelch  adalah  penchapusan perkawinan

balk dengan, putusan hakim atau tLintutan suami atau jsth. Dengan adanya perceraian,

maka  perkawinan   antara   suami   dan   istr].   menjadi   hapus.   Namun   Subekti  tidak

menyatckan  pengertian   perceraian   sebagai   penghapusan   perhawinan   itu   de.ngan

kematian  atau  ]azim  disebut dengan  jstilah "cerai  mati".  Jadi  pengertian  perceralan

menurut  Subekti  lebih  sempit  dari  pada  pengertian  perceraian  menurut  Pasal  38
I

Undang-undang No.1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Syalkh Hasan Ayyub (2002:248), sebenamya hukum  cerai menurut

syariat  Islam  ada  5  (lima),  tergantung  flat,  (sebab  -  sebab  dan  waktunya),  yaitu

sebagai berikut.

I)    Wajib,  yaitu  ceral.nya orang yang melakukan  ila'  (sumpah  suami  untuk
tidak menggauli istri) setelah nasa menunggu apabila dia menolak fai'ah
(kembali  menyetubuhi  istrinya),  dan  ceral  yang  dilakukan  dua  hakam



16

dalam kasus percekcokkan apabila keduanya melihat ceral lebih balk bagi

pasangan  suami  istri  itu.  Begitu juga  setiap  cerai  yang tanpanya  hidup
:yang menjadi bahaya, yang biasanya {idal{ dapat ditahan oleh suami istri,
iatau tidak adanya cerai  menjadi penyebab tejemmusnya me[eka (suami

¢sth) ke dalan lembah kemaksjatan.
2)    1Makruh,  yaitu  cerai  tanpa  ada  hajat.  Ada  dua  riwayat  mengenai  cerai

rnacan jri, yakni sebagaj berikut.
I      Hukumnya haram, karena mendatanBkan  mudharat bagi  diri  sendiri

dan jstri,  seria menghilangkan maslahat yang mereka pero]eh tanpaI       ada hajat. Karena itu hukumnya haram,  sama seperti  memusnahkan

harta     benda.     Juga    berdasarkan     sabda     Nabi     "Tidalc     bo]eh
membahayakan diri sendiri dan orang lain".
Boleh,  berdasarkan  sabda  Nabi,  "Perkara  hal  yang  paling  dibenci
A]lali  adalah  ceral".  Dalam  ]afazh  ]aln  disebutkan,  "  AJ]ali  tidak
menghalalkan  sesuatu yang  lebih dibenci-Nya daripada ceral".  (IT.
Abu  Daud,  isnad-nya  cacat).  Cerai  yang  dibencj  ada]ah  cerai  yang.

i       tanpa   hajat,   dan   Nabi   menyebutnya   halal.    Juga   karena   ceral
meniadakan  perhikahan  yang  mengandung  maslahat-ms]ahat  yang
dianj uran, sehingga hukumnya makruh.

3)    i4ubah,  yaitu  ketika ada hajat;  balk  karena buruknya  perangai  istri  dan
pergaularmya, dan karena isti djrugjkan tanpa mencapai tujuan.

4)    Dianjurkan,  yaitu  ketika   istri   melalaikan  hak-hak  Allah  yang  wajib;

?eperti  sha]at dan  sebagajnya,  dan suani  tidak dapat memaltsanya,  atau
Suami   mempunyai   istri  yang  tidak  menjaga   kesucian   moral.   Dalam
kondisi  ini,  tidak  ada  larangan  da[an  melaltukan  `adhi  (melai.ang  istri
menikah  dengan  omag  lain  dengan  cara  menaha.I.inya,  padahal  suami
sudah   tidak   menyukainya)   dan   mempersulit   istri   dengan   membayar
tebusan    kepada   sunmi.    Allah   berfirman    :    "Dan   janganlah   kamu

rtyenyusahkan  mereka karena  hendak  mengamb].I  kembali  sebagjan  dari

ipea]a]Laknft££:rifmfej]Peynfagnn}£tpa:lays:'#:i::a?,!j(4b)i:]a]9Ter£§:
kemungkinan cerai  dalam kasus  ihi menjadi wajib. Termasuk cerai yang

S:n!=ak::tr:dg:#uC:reia!:k=a=kk::ii:i(Pfrr::t:,Paknanja:}anped##ank:n;€'£
dengan kompensasi  dari pihck isth) untck menghilangkan kerugian dari
dia.

5)    bilarang,  yaitu  cerai  sewaktu haid  atau  dalam  masa  sucj  djmana  suami
telah  menyetubuhinya.  Ulama  selunin  negeri  dan  zaman  menyepakati
keharamannya, dan disebut juga cerai bid'ah, karena orang yang mencerai
itu menentang sunnah dan menunggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Allah Ta'ala belfirman.  " Mcka hendaklah kamu ceraikan  mereka pada
walctu  mereka  dapat  (menghadapi)  iddahnya  (yang  wajar)".   (Qs.  Ath
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lThalaaq  (65):  I).  Nabi  bersabda .  " Dan bila mau,  ia boleh mencerainya
sebelum     ia     menyentuh.     Itulah     iddah     yang     karenanya     Allali
memerintahakan untuk mencerai jstr].nya". (Muttafaq Alaih).

c.     Pengertian nafkah

Melqut Imam  Jauhari  (2003:84)  nafkali  berarti  belanja,  kebutuhan  pokok

yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang -
I

membutulikannya.

Menurut Nizam (2005:22) bahwa:

Naflcah  dari  segi  etimologi  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu:   al-Infaq  yang
berarti   pengeluaran.   Dan  kata  infaq  ihi   tidak  dipakai   kecuali  dalam  hal
kebaikan.   Sedangkan   menurut  {enulnolori   nafkah   adalah:   sega]a  bentuk
perbelanjaan   manusia   terhadap   dirinya   dan   keluarganya   dari   makanan,
pakalan, dan tempat tinggal.
Sebagian   ahli   fiqih  berpendapat  bahwa  yang  termasuk  dalam  kebutuhan
pokok ifu adalah pangan,  sandang, tempat tinggal  Sementara ahli fiqih yang
lain  berpendapat  bahwa  kebutuhan  pokok  itu  hanyalah  pangan.Mengingat
t}anyaknya  kebutuhan  yang  di  perlukan  oleh  kelunrga  tersebut  maka  dari
pendapat tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kebutuhan  pokok  minimal  adalah
pangan, sedan9kan kebutuhap yang lain tergantung kemanpuan orang yang

§::k£Wfj:aEaE;E:]a#rhaafadiYtsmre£¥::iaakh¥Ay#;:i:Camp:ny¥:riwayatkan
oleh  inam  bukhori  dan  muslim  dari  aisyah  rodiyallahu'anha:  bahwasarmya
Hindin binti 'utbali berkata kepada rasulul]ah: wahai rasulullali sesungguhnya
abu  sufyan  adalah  seorang  yang  rakus,  dia  tidak  memt]erikan  naflcah  yang
mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku kecuali  aku mengambilnya sendiri
tanpa sepengetahunn dia (mengambil diam-diam). maka berkatalah rasulullah:.
ambi]ah  (dari  suamjmu)  apa  yang  mencukupinu  dan  anak-anakmu  dengan
cara yang balk.

1)    Syarat-syarat  yang membunt seorang  ayah wajib  memberi  nafkah anak-

anaknya sebagai berikut:

I)    Seorang anck dalan keadaan mjskin. Jjha anak dalam keadaan kaya -
maka   ia   wajib   menafkahi   dirinya   sendiri   dari   kekayaannya   itu.
Karena asal dari nafkah adalah adanya kebutuhan.
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2)     Seorang anak tidalt mampu untuk mencari nafkah dikarenakan masih
kecil,   cacat   fisik  atau  mental,  atau  seorang  anak  dalam  keadaan

I        menuntut  j]mu  dan  tidak  memungkinkannya  untuk  mencari  nafkah.
Juga seorang anak perempuan, karena seorang ayah wajib menaflcahi
anak  perempuannya  sampai   ia  menikah.  Karena  setelah  menikah
kewajiban menafl(ahinya telah beralih kepada suaminya.

3)    Seorang anak dalam keadaan merdeka (bukan seorang budak) karena
nafkah seorang budak adalah tanggungjawab majikannya.
Seorang ayali dalam keadaan merdeka ®ukan seorang t]udak) karena
seorang    budak    baik    dirinya    ataupun    hartanya    adalah    milik
majikannya.  (http : // smpn2lem. blogspot.  com/2011/12/ pengertian-
naflcah.html).

Selahjutnya   manakala   seorang   ayah   sudah   tidak   mampu   mencari   nafl(ah

dikarenakari saint, pikun, dan sebagainya dari hal-hal yang tidak memungkinkannya

mencari naflcah. Maka gugurlah kewaj iban nafkah terhadapnya maka keberadaannya

dianggap tidak ada, dan kewajiban menafkahi anak-anaknya beralih kepada Usul dan

kerabat yang laln.

2)    Pidalam  fiqh  Islam  Seorang  anak  diwajibkan  menafkahi  orang  tuanya

jika memenuhi syarat berikut jni:

•      Orang tua dalam keadaan mjskin, danjika orang tua dalam keadaan
kaya   maka   nalkah   merupakan   kewajiban   terhadap   dirinya   dari
kekayaannya tersebut.  Dan tidak wajib  bagi  seorangpun anak  untuk
menafkahinya.

•      Anak memil].kj kemampuan untu mencari nafl{ah.  (http: // smpn2lem.
b]ogspot. com/2011/12/ pengeliian-nafkah.htm])

d.    Pen:ertian anak

Di  dalam  KUI:I Perdata  dan  UU  Perkawinan,  penger[ian  anak  tidak  diatur

secara   tegas.   Namun   kiranya   untuk  mendapat  penjelasan  mengenal   anak   dapat

disimpulkan'dariPasal~Pasalyangmengaturtentangkebelumdewasaan.
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Bagian  I  Bab  XV  330  KUII  Perdata  menyebutkan  bahwa  belum  dewasa

adalah  me+eka  yang  belum  mencapai  umur  genap  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  dan

ti.dak  ]ebih' dahulu  te]ah  kawin.   Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  batas  umur

seseorang masih dikatakan sebagai anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Adapun  menurut  UU  Perkawinan,  usja  dewasa  adalah   18  (delapan  belas)
I

tahun. Penentuan usia dewasa  I 8 (delapan belas) taliun adalah hasjl kesimpulan dari

ketentuan Pasal  47 dan Pasal  50. Bunyi Pasal  47 yaitu  :anak yang belum mencapai

unur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah melangsungkan perkawinana ada di

bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Dan

Pasal  50 be,rbunyi  "anak yang belum  mencapai umur  18  (delapan t)elas) tahun  atau

belum  pen?h  melangsungkan  perkawinan,  yang  tidak  berada  di  bawali  kekuasaan

nTangt`ia, berada  di bawah ke.k`iasaan wall."
I

Walaupun   demikjan,   dalam   kalangan   hukum   masih   terdapat   perbedaan

I

pendapat   xpengenai   penentuan   batas   usia   dewasa,   yang   dipergunakan   sebagai

pedoman   ufltuk   usia   dewa§a   dalari   UU  Perkawina`n,   jrai-fu   us`ia-21   tah`uii.  .Jika

dikaitkan  dqngan  Pasal-Pasal  lainnya  yaitu Pasal  48  dan Pasal  50  UU Perkawinan,

usiadewasai8(de]apanbe]as)tahuntersebutdikatakanpincang.
I(

Perumusan  mengenai  dewasa juga  dapat  dijumpal  dalam  Kompilasi Hukum
I

Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Di dalam bab RIV

Pasal  98  KIH tentang pemeliharaan  anak dicantumkan bahwa batas usia anak yang

mampu  berapri  sendiri  atau  dewasa  adalah  2]  tahun,  sepanjang  anak tersebut tidak

bercacat fisik maupun mental atau tlelum pemah melangsungkan perkawinan.
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Meriurut lma Susilowati (2004:21) bahwa:

¥ea#ep:Eanbd:EnisT¥n:I:ea::,su¥ki:t::fha¥i;::nnammuanu:=fuk¥Lp:::reT
gamabaran  yang  lebih jelas,  kita  masih  b].sa  merujuk  pada  Konvensi  Hak
Anak  (KHA)..  KHA  di  dalam  Pasal  I  mendefinisikan  anak  secara  umum
sebagai manusia yang umumya belum mencapal  18 tahun. Akan tetapi Pasal
tersebut juga mengakui kemungkianan adanaya perbedaan atau variasi  dalam
penentuan batas usia kedewasaan di dalan perundangan nasional dari tiap-tiap
Neg4ra Peserta konveusi.  Indonesia telah menjadi negara peserta KIIA sejak
merdtifikasi konvensi itu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun  1990
tertanggal 25  Agustus  1990  dan mulal berlaku di Indonesia mulai 5  0ktober
1990.    Sebagai    Negara    Peserta,    berard    Indonesia    berkewajiban    untuk
mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan dalam
KHA,

Jadj inenurut lma Susilowati walaupun ada perbedaan antara batas umur usia

seseorang  dikategorikan  sebagai  anak  dalan  konvensi  hak  anak  dan  perundang-

undangan   nasional,   negara  harus  tetap  mengakui   dan  memenuhi   hak-hak   anak

sebagaiTnana   yang   dinimuskan   dalam   KIIA   tanpa  mengenyampingkan   undang-

undang nasional.

Da]ain  perkembangannya  pemerintah hdoneisa  telah  menerbitkan  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Dalam  undang-undang  tersebut  negara  akhjmya  te]ah  mencantunakan  pengeriian

dari anak, Pisal I angka i UU Perljndunagn anak mend.efinisikan anak adalah:
I

Sesebrang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, temasuk maka yang
masih   dalam   kandungan.   Penulis   berpendapat  bahwa   untuk   menentukan
batas)an  umur  seseorang  agar  dapat  diaktakan  sebagai   anak,  paling  tepat
adalaLh  dengan  berpedoman  pada  UU  Perlindungan  anak  yaitu  18  (delapan
belas) tahun, kecuali sudah menikah,

I

Batas  umur  seol-ang  anak  harus  dapat  dibuktikan.  Pembuktian  dilakukan

melalui  akta kelahiran.  Dasar dari alcta kelahiran adalah surat keterangan darn  orang
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yang menyaksiakan  dan/atau  membantu  proses  kelahiran   Dalam  hal  proses  kelahiran

anak    tidak   diketahuj    da]i   orangtua   anak   tldak   diketahui    keberadaannya,    maka

pembuatan  akta  kelahiran  dapat didasarkan  pada keterangan  orang yang menemukan

anak tersebut`

Identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak

anak  yang  dijamin  oleh  Konvensi  Hak  Anak.  0leh  Indonesia  telah  d].adopsi  dalam

Pasal  27  ayat  (I)  undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang  per]indunagn  anak

Pasa]  tersebut menyatakan  bahwa identitas  diri  seorang anak "hanis" dibenkan  sejak

kelahirannya dan  identitas tersebut dituangkan  dalam  sebuah  akta  kelahjran  (Pasal  27

ayat 2  UU Perllndungan Anak).

Hal-hal  mengenai  anak  yang  harus  dilindungi  adalah  sepert]  yang  tercantum

dalam      Pasal      2      ULJ     Perlindungan     Anak     yang     berbunyi      sebagai     berikut

"Penyelenggaraan    perlindungan    anak    berasaskan    Pancasila    dan     berlandaskan

Undang-Undang  Dasar  Republik   [ndonesja  tahun   1945   serta  prinsip-prinsip  dasar

Konvensi  Hak  Anak meliputi

1)      Non  Diskriminasl

2)     Kepentingan yang terbaik bagi anak
3)     Hak  unfuk hidup,  kelangsungan  hidup dan  perkembangan, dan
4)     Penghargaan terhachp pendapat

Dalam  tatanan  hukum  keluarga  balk  d]  Indonesia  maupun  negara-negara  laln

di   dunia,   teT]adi   penggolongan   status   seorang   anak.   Di   Indones]a,   anak   dibagai

menjach  anak  sah  dan  anak  tidak  sah.  Sedangkan  di  negara  FIljpina,  secara  umum

anak-anak   dibedakan   menjadi   4   (empat)   golongan   anak.   Keempat   golongan   itu
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ditejemahkan  secara bebas  oleh  penulis  sebagai  anak  sah  (/eg/./J.rna/e),  anak yang

disahkan (/;gJ.fJ.rna/ecD, anak tidak sah (J-/egJ-//.nzcr/e), dan anak adopsi (4dop/e4).

2.2  Asas -;Asas Hukum Khusus perceraian

a.    Asap mempersulit hukum I)erceraian

Menurut Muliammad Syaifuddin (2014:36) bahwa:

1

asas  mempersulit  proses  hukum  perceraian  diciptakan  sehubungan  dengan
tujuan    perkawianan    menurut   Pasal    1    UU   No.    1    Tahun    1974    dan
penjblasannya, yaltu untuk membentuk keluarga (rulnali tangga) yang bahagia
dan ,kekal melalui  ihafan lahir batin antara seorang laki-laki  dengan seorang

perempuan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  mewujudkan
tujuan   perkawinan   itu,   maka   sunmi   istri   perlu   saling   membantu   dan

F#:i::I;:igfes%a£:eg.-a?nas::frimi:fgdea:bmanagn=1.k#i:a.gaan(nmy:amhe::g¥j
yang  baliagian  dan  kckal  yang  hendal  diwujudkan  melalui  perkawinan  itu
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam arti berdasarkan agama yang
dianut o]eh masyarakat Indonesia,  antara laln Islam, Kristen, Katholik Hindu
dan Buddha.

Jadi Perdasarkan asas mempersulit hukum perceraian, sebenamya untuk tetap

menj`aga   keutuhan  rumah  tangga   pasangan  sunmi   istri   yang   diwujudkan

me]a|uiperkawinanberdasarkanKetuhananYangMahaEsa

I).    Asas',Kepastian pranata dan Kelembagaan Hukum perceraian

Mentunt Mulanmad Syaifuddin (2014:39) bahwa:

Asas| kepastian pranata dan kelembagaan huk`m perceralan mengandung art].
asas 'hukum   dalam   UU   No.1   Tahun   1974   yang   meletakkan   peraturan
perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga
hukuinyangdilibatkandalamproseshukumperceraian.

Makidariitusemuawarganegaralndonesiayanginginme]ckukanperceralan

harus melalui lembaga hukum pengadilap agar mendapatkan kepastian hukum yang

jelas.
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I

c.     Asas  perlindungan  Hukum  yang  Seimbang  Selama  dan  Setelah  Proses
11

Hukum Perceraian.

Menurut Muhammad Syalfuddin (2014:46) bahwa:

Asa§ perl].ndungan  hukun yang seimbang selama dan setelah  proses  hukum
perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No.  1 tahun 1974
untuk melindungi istri  (wanita) dari kesewenang-wenangan suami  (pria)  dan
men\gangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai
makhluk  cimpataan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa.,  sehingga  sederajat  dengan
suami  (pria).  Sebaliknya  tujuan  hukum  UU  No.1  Tahun  1974  juga  untuk
melindungi   suami   (pria)   dari   kesewenang-wenangan   istri   (wanita)   yang
berakibat  menurunnya  marwah  (harkat  dan  martabat  kemanusiaan)  suami
(pria).

Jadi;i  yang  dillndunti  secara  seimbang  oleh  UU  No.I   Taliun  1974  adalah

pihck  yang, lemah  balk  istri  (wanita)  maupun  suami  (pria)  yang  menderita  akibat

kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam runiah tangga.

2.3  Sumber sumber Hukum Perceraian
I

a.    Sum\ber hukum material I)erceraian

1)    Faktorideal

Pancasila sebagal cita hukum dan norma fundamental Negara.

Faktor  ideal  dan  determinan  dan  menjadi  sumber  hukum  material  dan

menetukan  substansi  dan  isi  hukum  perceraian  dalam  UU No.  I  Tahun

]974danperaturanpelaksananyaadalahpancasjla.

haenuntlmamsyaukanidanA.AhsjnThohari(2004:42)bahwa:

Pancasila adalali cita hukum dan sumber teltib hukum nasional Indonesia,
temasuk  UU  No.1   Tahun   1974   dan  peraturan  pelaksanaannya.   Cita
hukum   adalal]   konstruksi   pjkjr   yang   merupakan   keharusan   untuk
mengarahkan    hukum   untuk   tercapainya    cita-cita   yang    diinginkan
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I masyarakat.   Wa]aupun   disadari   benar  bahwa  titjk   al{hir  dari   cita-cita
masyarakat itu tidak mungkjn tercapai sepenuhnya.

I

2)    Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan  hukum  dan keyakinan  tentang  agama  dan  kesusilaan  dalam
1

masyarakat.

|Menumt Muhammad syaifuddin (2014:61) bahwa:

i,
enjelasan  UU  No.   1   Tahun   1974,   sesual   dengan  landasan   falsafah
ancasila dan UUD NRI Tahun 1974, maka UU No.  1 Tahun 1974 di satu

pjhak    harus    mewujudkan    pn.nsip-prinsip    yang    terkandung    dalam
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat
pula menampung sega]a kenyataan yang hidup dalan masyarakat dewasa
jni,     Jadi,  berdasarakan  penjelasan  UUD NRI  Tahun  1945  ini,  segala
kenyataan  yang hidup  dalam  masyarakat adalah faktor kemasyarakatan
yang determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam
UUNo. I Tahun 1974 selain Pancasila dan UUD NRI Tahun ]945 sebagai
faktor idealnya.
I

I).    Sumber Hukum Formal perceraian

I

Sumber  hukum  percerajan  dalam  arii  fomal,  adalah  bentul(  teltentu  dari

sunt)er  hulqum  perceralan    yang  berlaku,  yang  pembentukannya  melalui  prosedur

atau tata cara tertentu  pula, yang mencakup sebagal berikut.

1)    Peraturan perundang-undangan
I

MinurutTitonSlametKumia(2009:49)bahwa:

yang  dimaksud  dengan  "peraturan"  ia]ali  suatu  konsep  yuridis  (/egr/
dorcep/)   untuk   mengabstraksi   pengertian   tentang   keselurhan   kaidah

(n}les; noms) tertulis dan ditetapkan o]eh otoritas yang berwenang, yaitu

5:faa#anu;¥g¥:Ebed¢:#oi:Pt::gnaray,anmgakdatb:::a:]ebhahna:ga::knd]?s:
yuridis di   Indonesia ditambahkan istilah "perundang-undangan" sebagai
ajektif   sehingga    lenckapnya    disebut    sebgai    peraturan    perundang-
rindangan.
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'Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal  1 Undang-Undang
I

No.]2   Tahun   20] I   tentang  Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan

adal'ah:

i"Peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara
umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga Negara  atau pejabat
yang   berwenang   melalui   prosedur   yang   ditetapkan   dalam   Peraturan
Pe"ndang-undangan".

Fungsi     peraturan     perundang-undangan,     menurut     J.J.H     Bruggink

(Muhammad Syaifuddin, 2014:85), ialah:

i`menetapkan  kaidah  atau  memberikan  bentuk  formal  terhadap  kaidah
yang diberlakukan kepada para subjek  hukum.  Secara teoritis,  peraturan
pemndang-undangan  merupakan  istrumen  untuk  melakukan  positivisasi
kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang"

Jadi menurut J.J.H Bruggink yang dikutjp oleh (Muhammad Syaifuddin,

2014;86)  fungsi  |ieraturan  pen]ndang-`mdangan    menlpakan  .s`1atll  hal  positif.

yang di buat oleh pemerintah dalam meunjudkan ketertiban negara.

Putusnya perkawinan  ysng  diatur dalam Peraturan  penindang-undangan

I

s'ebagai t] erikut: :

Pasal  38  sampal  dengan Pasal  41  UU Nomor  1  tahun  1974 tentang
Perkawinan .

•      Pasal  l4 sampai denganpasal 36 PP Nomor 9 Tahun ]975, Pasal  l99
Kun Perdata.

•      Pasa]   113  sampai  dengan  Pasal   128  Inpres  Nomor   I   Tahun   1991

tentang Kompjlasi Hckum Islam.

2)    P.utusan pengadilan atau Yurisprudensi (C'cL9e fcrw)

Putusan pengadilan menurut Titon Slamet Kurria (2009:71) adalah:

Merupal(an saran paling efektif untuk mengjdentifikasi sistem huk`m kar-
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ena  putusan  pengaduan  sendiri  notabene  mempakan  hasjl  dari  fomulasi
kaidah   hukum.   Dalam   memutuskan   kasus   hakim   harus   memberikan
argumentasi yang menjustjfikasi  putusannya.  Putusan  pengadilan  sebagai
ltaidah   huk`im   bersifat   konkret.   Putusan   pengadilan   berfungsi   untuk
menegakkan  kaidah-kai.dab  hukum  abstrak  ketika  apa  yaTig  sehaTusnya
sesuai   dengan  kaidah-kaidah  tersebut  tidak  tejadi.  Dalam  pengertian

£:#ig:enpt:n%S#£:]na8:d::#|e:ehT£:kandjssaa]#pjsnagfupse:::arnh#ndyaanngg
qudangan.
I

barisudutteorihukum,putusanpengadilansangatpentingkarenahukum

sesuLi dengan kewenangannya memiljki  apa yang dikonsepsikan sebagai rzf/e

o/rjcogr7./r.o#, yaltu kaidali yang menetapkan kaidah  perilaltu nana yang di

dalath  masyarakat  hukum  tertentu  huns  djpatuhi.  Memperhatikan  putusan

pengadilan dan kewenangan hakim yang disebut rzt/c o/recogmtJ.o# tersebut.
I

Selanjutnya Titon S]amet Kumia (2009:72) menambahakan babwa:

.¢ebenamya |iemahaman  tentang konsep hiikiim  menjadj  lehiti  hermakna.

I.Iakim  mungkin  menetapkan  kaidah yang  oleh  umum  tidak  dipandang
§ebagai  kaidah  hukum,  tetapi  ketika hakim  menerapl\-an  kaldali tersebut.
Maka  karena  kewenangannya  kaidah   tersebut  menjadi  kaldah  umum.
ndjsalnya,  tentang kemungkjnan  hakjm memberikan  penilaian  atas  suatu

perkara berdasarkan pertimbanagn tentang  kepatutan  dan  kelayakan  (ex
iequo et bono).

Putusan pengadilan menurut UU No.  I  Tahun 1974 adalah sumber hukum
I

terpenting  setelah  peraturan  perundang-undangan  (dalam  hal  ini  UU  No.   I

Tahiin 1974 dan peraturan pelaksananya) sebagaimana terefleksi dari Pasal 39
\

ayat ;(1)  yang  memuat  ketentuan  imperatif bahwa  "Perceraian  hanya  dapat

dilakhakan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadi]an yang bersangkutan

beru5aha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belali  pihak".  hi  berarti
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bahwa tidak  ada perceraian, jika tidak  ada putusan  pengambilan.  Sebaliknya,

tidal( ada putusan pengadilan, jika t].dak ada perkara perceraian.
I

Putusan  pengadilan  mengenai  perceralan yang diharuskan  oleh Pasal  39

UU No.  1  Tahun  1974  dapat menjadi  yurispn)densi,  da]an  arti jjka  semun

hakjm  di  pengadilan  menggunakan  metode  penafsiran  yang  sama  terhadap

semua noma-noma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan

dan  menghasilkan  kejelasan  yang  sama  pula  serta  diterapkan  secara  terus-

men!rus  dan  terafur  terhadap  perkara  atau  kasus  hukum  perceraian  yang

serupa, maka terbentuk]ah hukum perceraian yang berlaku umum yang harus

ditaati  oleh  setiap  orang  seperti  halnya undang-undang  dan jjka  perlu  dapat
I

digunakan  paksaan   oleh   alat-alat  Negara  supaya  hukum  perceraian  yang

dibentuk   oleh   hakim   di   pengadilan   tersebut   betul-betul   ditaati.   Hukum

perceraian  yang terbentuk  dari  putusan-putusan -nakim  di  pengadilan  seperti

itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakjm.

3)    Hukum    Adat   yang   Bersumber   dan.   Kebiasaan    dalam   Masyarakat

uCust omry Low)

Menurut Soerojo Wienjodipoero (2007: 18) bahwa:

Hukum   sebagai   kaidah   tidak   hanya   harus   termanifestasikan   secara
s'pesifik  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kebiasaan  di  dalam
ilmu hukum diakui sebagal sumber hukum, sebagai ty.I./c»z o/rec7.`.o» bagi
hakjm dalan memutuskan suatu perkara.  Secara hjstoris, kebiasaan pada
hakikatnya  merupakan  sumber  hukum  tertua  sebagai  suatu  representasi
dari  suatu  sistem  penataan  pergaulan  hidup  manusia  sebelum  dikenal
mekanisme   rw/a   »!chr7.7ig   dalam   masyarakat  yang   lebih   maju   tingkat
peradabarmya   dengan  mulai   dikenalnya   sistem   pemerintahan  modem
yang   legitinasi.nya   diperoleh   berdasarkan   kekuasaan   legal    formal.
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|Kebiasaan  da]am  masyarakat,  dapat  berkembang  menjadi  hukum  adat
apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :
•      Unsur kenyataan, yarfu terdapat adanya keyakjnan yang sama selalu

diindahkan oleh rakyat;
•      Unsur  psikologis,   yaltu  terdapat   adanya  keyakinan  pada   rakyat,

bchwa  adat  dimcksud  mempunyai  kekuatan  hukum.   Unsur  ihilali
yang menimbulkan kewajiban hukum (opinio yuris necessitatis).

|Jadi menurut Soerojo Wigrjodipoero kebiasaan dalam masyarakat dapat

diakui sebagai sumber hukum dikarenakan menjadi sebagai s}is/em a/reas'on

bari  hakjm  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Selanj.utnya kebiasaan  dalan

masyarakat  dapat  berkembang  menjadi  hukum  adat  apabila  memenuhi  dua

unsur yaitu unsur kenyataan dan psikologj.
I

2.4  Bentuk-bentuk perceraian

a.     Tala'k

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011 : 105) bahwa:

Secara  harfiah,  talak  berarti  lepas  dan  I)ebas.  Dihupunckarmya  kata  ta]ak
dalain arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri
sudah    Jepas    hubungannya    atau    masing-masing    sudah    bebas.    Da]an
mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan
yang    berbeda,    namun    esensinya    sama,    yakni    melepaskan    hubungan
pemikahan dengan mengucapkan lafaz talak dan sejehisnya.

Jadi  talak  akan  teljadi   da]an   suatu  perkawinan   apabila   lafaz  talak   dan

sejenisnya disampaiakan atau dikatakan suami kepada istrinya.

I

b.     Syiqaq

Konflik  antara  suamj  jstri  itu  ada beberapa  sebab  dan  macamnya.  Sebelum

konflik  membuat  suami  mengalami  keputusan  berpisah  yang  berupa  thalaq,  maka

konflik tersebut berupa syiqaq.
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I

1

I

Soemiyati menjelaskan (Muhammad Syaifuddin, 2014: 129) bahwa:

I

syiqaq berarti perse]isihan atau menurut I.stilali fiqh berarti perseljsihan suami
istri' yang diselesaikan dun orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu

::%nagi##aank];Sui;hpe¥£§skaa,¥y:tak£5T#na:tae#ian¥as¥£qdaaqn£::k:ek¥is
khawatir pada persengketaan kedun suami jstri, maka utuslali seorang hakam
dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan,  Jika
kedua   orang   tersebut   bermaksud   mengadakan   perbaikan   niscaya   Allali
meinberi  taufik  kepada  kedun  sunmi  istri  itu.   Sesungguhnya  AIlah  Maha
Mengetahul   dan  Malia  Mengenal".  Penganckatan  hakam  yang  dimaksud
dalam  ayat  tersebut,  terutama  bertugas  untuk  mendamaikan  sunmi  istri  itu
tidak berhasi],  maka hakam boleh mengambjl keputusan menceraikan kedun
suami istri tersebut,

Jadi lsyiqaq  adalah  perselisihan  yang  teriadi  antara  pasangan  suami  dan  istri

yang di selc;salkan oleh dun orang hakam berdasarkan rujukan dari Al-Qur'an   yaitu

surat An-Ni§a ayat 35, hakam berarti wakil yang menengahi permasalahan suami dan

jstri.

I

c.     Khulu'

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011 : 135) bahwa:

Khulu'    yang    terdiri    dari    lafaz    kha-1a-`a    secara    termino]ogi    berarti
mendnggalkan atau membuka pakaian. I)ihubungkannya kata khulu'  dengan
perkawinan   karena   dalam   AI-Qur'an   Surah   Al-Baqarah    (2)    ayat    187,
disebutkan  suami  itu  seperti  paka].an  bagi  I.strinya  dan  istri  jtu  merupakan

pakaian bagj  suaminya.  Penggunaan kata khulu'  `intuk putusnya perkawinan,
karepa    istri    sebagal    pakaian    bagi    suaminya    berusaha    menanggalkan
pakai`armya itu dari suaminya. Dalama arti istjlah hukum da.lam beberapa k].tab
fikjh (khulu'  diartikan  dengan pufus perkawinan  mengguna.Ran  uang tebusan,
menggunakan  ucapan  talak  atau  khulu'.  Khulu'  itu  merupakan  satu  benfuk
putusnya perkawinan itu, dalam khulu'  terdapat uang tebusan, atau ganti rugi
atau `iwadh.

I

Jadi   Thulu'   adalah   perceraian   yang   teriadi   atas   pemintaan   jstri   dengan
/

memberikan ¢ebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.
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d.    Fasakli

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2011 : 141) bahwa:

Secara etimologi,  fasalch berarti  membatalkan.  Apabila dihubungkan dengan
perkawinan    fasakh    berarti    membatalkan    perkawinan    atau   merusakkan
perkawinan.   Kemudian,   secara  terminologis  fasalch  bermakna  pembatalan
pemikahan oleh Pengadi]an Agama oleh tuntutan istri atau suami yang dapat
dibenarkan   oleh  Pengadilan   Agama   atau   karena   pemikahan   yang   telah
tell anjur menyalahj hckum perhikahan.

Jadi fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas dasar

tuntutan  istri  atau  suami  yang  dapat  dibuktjkan  atau  di  benarkan  oleh  Pengadilan

Agama.

e.    Fahisah

Muhammad Syaifuddin (2014: 140) menjelaskan bahwa:

Fahisali  menurut Al-Qur'an  Surah  An-Nisa'  (4):   15  ialali  perempuan  yang
melakiikan  perbuatan  keji  atau  perbuatan  buruk  yang  memalukan  keluarga
seperti  perbuatan  mesum,  lesbian  dan  sejenisnya.  Apabila teq.adi  peristiwa
yang  demikian  iti+  maka  suami  dapat  bertindak  mendatangkan  4  (empat)
orang saks: lakj-1alt]. yang adil yang memberikan kesaksjan tentang per6hatan
itu,  apabila terbukti benar,  maka kurunglah wanita  itu  dalam  rumah  sampai
mereka menemui ajalnya.

Jadi  fahjsali  adalah  perbuatan  mesum,  yang  dilakukan  seorang wanita yang

sudah memiliki suami, yang dapat dibuktikan dengan cara suami dari wanita tersebut

mendatangkan 4  orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang

perbuatan istrinya.

f.     Ta')ikTa]ak

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014: I 29) bahwa:

Pada prinsipnya ta'ljk talak, adalah suatu penggantungan teljadinya jatuhnya
talak terhadap  peristiwa tertentu sesuni  dengan pejanjian yang telah  dibuat
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sebelumnya   antara   suani   istri.   Dalam   kenyataan,   hubungan   suami   istri
merijadi putus berdesarkan ta'lik talak   dengan adanya beberapa syarat, yaitu
pertama,   berkenaan   dengan   adanya  peristiwa  dimana  djgantungkan   talak
berupa terjadinya sesuatu seperd yang dijanjikan. Misalnya: pemyataan suami

tbj%T¥aj:knactjfmmennaTk8aghal,#r!Sb¥:[£e]a¥uas6u::][anbedq9ann:rtitj:kakaa£:k£::udk|u|
jstri  lagj.  Kedua,  menyangkut  masalali  ketidakrelaan  istri,  maka  istri  tidak
rela.I Ketiga,  apabila istri tidak rela,  maka ia boleh menghadap pejabat yang
bervenang menangani masalah inj, yang dalan hal I.ri Kantor Urusan Agama,
Keempat,  istri  membayar  `iwadl  melalui  pejabat  yang  berwenang  sebagia
pendyataan tidalc senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.

I

Jadi ita'lik talak adalah perianjjan yang diucapkan calon mempelai pria setelah

I

akad nikah yang di  ucapkan da]am  akta nikali berupa janji talck yang digantungkan

kepada suath keadaan tertentu yang mungkjn tejadi di masa yang akan datang.

8.     I]a,

MenintAbdulGho.furAnshori(2011:148)bahwa:

|ae',aE=afa:feasn:a,buah:::gaTag;rayagegrs::c;:i:|iuksa:ampbaehr.ai;a:£akat|::
djdeflnitif   terdapat    beberapa    rumusan    yang    I,anpir    atau    berdekatan
maksudnya.    Defihisi    yang    disepakati    untuk    mengartikan    ila'    adalah
sebagaimana yang terdapat  Syarh Minhaj  al-Thalibin .karya Jalal  a]-Dien  al-
Mahally yang berarti sumpah suami untuk tidak menggauli I.strinya.

Jadi   ila  adalah  cara  lain  yang  dapat  ditempuh  seorang  suami  bila  marah

I

kepada istridya sebelum  iya menjatuhkan talak,  dengan  cara bersumpah untuk tidak
I

mendatangi i§trinya selama saat tertentu dengan harapan mejadi pelajaran isrinya.

h.    Zhiha\r

Menurut Muhammad Syaifuddin (2014: 153) bahwa:

ZhihaT adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila' . Arti chjhar ialah

seorang  suami  yang  bersumpah  bahwa  istrinya  itu  bagi-nya  sama  dengan
punggung   ibunya.   Ibarat   seperti   ini   erat   kaharmya   dengan   kebiasaan
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masyarakat  Arab,  apabila  masyarakat  Arab  marah,  maka  jbaratlpenyamaan
tadi  sering  terucap.  Apabila  ini  teljadi  berarti  suami  tidak  akan  menggauli
jstrinya.

.1'adi   7.hjhar  a(lalah  |]r(is¢dilr  talak   yang  tiampiT  gama  (lcngan   ila,  tianya  (]i

dalam zhihar seorang suami mengucapkan kata "engkau terhadapku seperd punggung

ibuku", kepada istrinya atau dengan kata lain menyamaltan istri dengan punggung ibu

berarti  mengatal(an  demikian  memandang  jstri  sebagai  mahram  yang  tidak  layak

dikawini.

i.      Li,an

Menurut Muhammad syalfuddin (2014: 157) baliwa:

Perkawinan dapat putus karena lj'an.  Li'an diambil dari kata la'n (melaknat),
karena pada  sumpah  kelima,  suami  mengatakan  bahwa  ia  menerima  laknat
Allah  bila  ia  termasuk  orang-orang  yang berdusta.  Perkara  ini  disebut  li'an
ilti'an (melaknat diri  sendiri) dan mula'anah (saling melaknat). Li'an diambil
dari  fiman  Allah  :  Dan  (s`impah)  ynag  kelim{1;  bahwa  lakT`at  Allah  ata.snya,
bila ia temiasck orang-orang yang berdusta.

Jadi   li'an   teriadi   apabi]a   suami    menuduh   istri   berbunt   zina   dan   atau

mengingkari I anak dalam  kandijngan atau yang  sudah  lahir dari  istrinya,  sedangkan

istrinya menolak dan atau pengingkaran tersebut.

j.     Murtada`iddah)
I

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan (2002:227) bahwa:

Apabi`la salah seorang suami  istn. murtad sebe]um teriadi  persetubuhan, maka
nikah  terkena  fasakh  menurut  mayoritas  ulama.  Dituturkan  dari  Abu  Daud
bahwa  pemikahan  t].dak  terkena  fasakh  sebab,  kemurtadan  karena  menurut
ketentuan   dasar   nikahnya   tetap   sah.   Apabila   kemurtadan   tejadi   setelali
persetubuhan,   mat(a   dalam    hal    jni    ada   dua   pendapat.    Satu   pendapat
mengatakan  bahwa  serta  merta  tejadi  perpisahan.  Ini  adalah  pendapat  Abu
Hanifch,  Maljk  dan  Ahmad.  Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  pelpisahan
ditunda  hingga  berakhimya  iddah.  apabila  yang  murtad  itu  kembali  masuk
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Islam    sebelum    iddah    berakhir,    maka   suam]    istri    tetap   dalam    hubungan

pem]kahan   Apabila  ia  tidak  masuk  Islam  sampai  akhir  iddah  berakhir,  maka
terjadi   perpisahan   sejak  hari   ia   murtad    lni   adalah  mazhab   Syafi'i,   riwayat
kedua   dari   Ahmad   dan   Daud   Zhahiri   berdasarkan   ketentuan   dasar   dj   atas
mengenai  kemurtadan sebelum persetubuhan.

Bentuk-bentuk  perceralan  iiienurut  Hukum  Islam  sebagaj  mama  diura]kan  di

atas telah  di  positiv].sasi  dalam  kompilasi  hukum  islam,  khususnya dalam  Pasal-Pasal

yang    substansinya    mengatur   tentang    macam-macam    hal    dan    cara    pemutusan

hubungan perkawinan.

2.5   Akjbat hukum  Perceraian terhadap Anak

a.     Kedudukan, Hak, dan  Kewajiban Anak dalam perkawinan

Secara   filosofis,   Soemiyati    menjelaskan   tentang   anak   dalam   perkawinan

(Muhammad Sya]fuddin, 2014  355) bahwa:

Memperole,h  ke,t\ininan yang sah adalah tuj.uan yang pokok dari pemikahan  itii
scndiri.memperoleh    anak    dalam    perkawinan   bagi    penghidupan    mailusia
mengandung  dua  segi  kepentmgan,  ya]tu  kepentingan  untuk  dirl  pnbadi  dan
kepentingan  umum  (2tH7ver.`;'/)    Setiap  orang  yang  melaksanakan  perkawinan
tentu  memjliki  keing]'nan  untur.  memperoleh  keturunan/anak.  Bisa  dirasakan   ,+
bagaimana perasaan suami  istri  yang  hidup berumah tangga tanpa mempun:
anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa  B].arpun keadaan runi
tangga  mereka  ser`ba  b=rkecukupan,  haria  cukup,  keduduk-an  tinggi  dan`
lain  serba cukup` tetap]  ka]au tidak  mempunyai  keturunan, kebahag]aan ruina
tangga  belum  sempiima   Biasanyzi  suami  istri  yang  demikian  itu  akan  selal
berL;aha  dengan  segala  kemampuan  yang  ada-unt'uk  berobat  kepada  dokteTa.fry..r'_.L`i` A.\`+r'  /
dokter dan minta tolong  kepada orang-orang yang dianggap  mampu  menolong
mereka   dalam   usahanya   untuk   mendapat   keturunan.   Anak   itu   merupakan

penolong balk dalam  kehidupannya  di  dunja maupun  di akhjrat kelak bagi  diri
ibu  bapak  yang  bersangkutan   Aspek  umum  atau  w77rverj7/ yang  berhubungan
dengan  keturunan  atau  anak   !alah  karena  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam
suatu  perkawlnan  yang  sah  dapat  menjadi  penyambung  keturunan  seseorang
dan akan selalu berkembang untuk  meramaikan dan memakmurkan dunia ini

Kehadiran anak dalam suatu pemikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Pu-
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I

tu S`amawati  (2008: 129) adalah:

Hall yang  diimpikan   oleh  sedap  pasangan,  bagi   mereka  anak  merupakan
karunia Tuhan yang lunr biasa, dia wajib dijaga dan  dirawat dengan sebaik-
baiknya.  Persoalan  akan muncul  dikala pemikahan yang te]ali terialin  putus
dengan berbagi alasan yang pada akhimya dibenarkan oleh pengadilan dengan
membacakan    putusan    cerai.    Pada    saat    putusnya    perkawiann    karena
berceralnya kedua suami istri mau tidek mau anak akan menjadi korban.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU

No. I  Taliun 1974 yang memuat ketentuan definitifbahwa anak yang sali adalah anak

yang dilahirkan dalan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut

ketentuan   limitatif  dalam  Pasal   43   ayat  (1)  UU  No.I   Tahun   1974   anak  yang
1

dilahirkan  diluar perkawinan hanya memilikj  hubungan perdata dengan ibunya  dan
I

keluarga  ibhnya.   ini   berard   baliwa  UU  No.I   Taliun   1974   tidak  membenarkan
I

pengakuan  t,erhadap  anak  diluar  perkawinan.  Sehubungan  dengan  kedudukan  analc

yang  dilahirkan  di  luar perkawinan yang  diatur dalan  Pasal  43  ayat  (1)  UU No.I
I

tahun  1974,  relevan  diuraikan putusan mahkamali Konstrfusi  (selanjutnya disingkat

MK)dalamdmarPutusanNomor46ffuu-VIII/2010sebagaiberikut.

''|a:s:a:;3R::a:t:i,;#:;:o:::l::fmu¥r|;:7:#;nfnao:rgi?ee:;a:£a:h:=!:a¥3ya:n=g

dilahirkan  dilunr  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan perdata  dengan
ibunya dan keluarga ibunya. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar
Tahun   1945   sepanjang   dimaknai   menghilangkan   hubungan   perdata
dengan  laki-]aki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  jlmu  pengetahuan
dan    teknologi    dan/atau   alat   buldi    lain   menunft   hukum    temyata
mempunyai hubungan darah sebagal ayahnya.

2)    Pasal  43  ayat  (1)  No.   1   Tahun  1974  tentang  Perkawinan  0.embaran
rfegara Republjk Indonesia Tahun  1974 nomor  1,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anak yang
dilahirkan  diluar perkawinan  hanya memiliki  hubungan  perdata  dengan
ibunya  dan keluarga  ibunya,  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
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sepanjang  djmakyal  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki
yang   dapat   dibuktikan  berdasarkan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi
dan/atau  a]at bulcti  lain  menurut hukum  temyata mempunyai  hubungan
darah  sebagai ayahnya,  sehingga ayat tersebut harus  dibaca,  Anak yang
dilahirkan   di   luar  perkawinan  mempunyal   hubungan  perdata   dengan
ibunya  dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat  dibuktikan t)erdasarkan jlmu  pengetahuan  dan  teknologj  dan/atau
J\alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk

bubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

b.    Akibat Hukum  Perceraian  terliadap  Kedudukan, Hah,  dan  Kewajiban

Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hal( anak

menurut Pasal 41  huruf a UU No.I  Tahun  1974 ialali balk bapak maupun ibu tetap

mempunyai I  kewajiban   meme]ihara   dan   mendidik   anak-anaknya,    semata-mata

berdasarkan  kepentingan  anal(,  bilamana  teriadi  perselisihan  mengenai  penguasaan

anak-anak,   maka   pengadjlan   yang   memberikan   keputusannya.   Akibat   hukum

perceraian  terhadap  anak  jni  tentu  saja  hanya  berlaku  terhadap  suamj  istri  yang

mempunyal anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan

istri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Menqut Soemiyatj (Mulianmad Syaifuddin, 2014:372) bahwa:

I.ika  teriadi  perceraian  dimana  telali  diperoleh  ketunman  dalam  perkaw].nan
itu,  maka  yang  berhak  mengasuh  anak  hasil  perkawinan  adalah  ibu,  atau
nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan al(an kehidupan
anak 'itu,  termasuk  biaya  pendidikarmya  adalah  menjadi   tanggung  jawab
ayahnya.  Berakhimya nasa asuhan  adalal pada waktu  anak jtu  sudali dapat
dhanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya,
maka  si  ibu  tetap bet.hak mengaswh  anak  itu, kaalau  anak  itu  memilih  ikut
bapaknya,  maka  hak  mengasuh  ikut  pindah pada bapaknya.  Pendapat  yang
sama    degan    pendapat    Soemlyati    tersebut,    dikemukakan    oleh    Hilma
Hadikusuma,  yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab  atas
semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  dibutuhkan  anak  setelah
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putrysnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak
dapat  melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan  dan pendidikan
anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul  tanggung
jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Ema Wahyuningsih dan Putu Samawati (2008: 126) menguraikan pendapatnya

Mengenai akibat hukum perceralan terhadap "nafkah anak" secara lebih rinci, sebagai

berikut.

1)    Kewajiban  "membiayai"  anak tidak hilang karena  putusnya perkawinan
akibat adanya perceraian.

2)    Piaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampal anak dewasa atau
berdiri   sendiri,   bekeja/   mendapat   penghasilan   atau   anak   menikah).
Kewajiban  membiayai  tetap  menjadi  tanggung  jawab  ayali  walaupun
pemeliharaan  anak  tidak  ada  padanya.  Artinya  ayah  tetap  mempunyai
kewajiban     untuk    membiayai     penghidupan     anak     walaupun     hak
pemeliharaan anak berada pada ibu kakek, nenek, bibi dan sebagainya.

3)    Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.

4)    Pila   ayall   tidak  me]cksanakan   putusan  pengadilan   untuk  membjayai
riemeliharaan   anak,   maka   seorang   (mantan)   istri   dapat   melakukan
bemohonan cksekusi  kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan
Negeri  dimana proses perceralannya dilakukan.  Selanjutnya, pengadilan
akan   memangg].I   (mantan)   suami.  'Jika  suami   tidak  memenuhi   surat
pangrilan   darn    pengadilan   tanpa   alasan   yang   patut,   maka   Ketua
P`engadilan  akan  mengeluarkan  Surat  Penetapan  yang  memerintahkan
untuk   melakukan   eksekusi   kepada  Panitera   atau   Juru   Shh.   Namun,
apabila  (mantan)  suami  datang  memenuhi  panggilan Pengadilan,  maka
Ketua   Pengadilan   akan   mengeluarkan   peringatan   Pengadilan   yang
difujukan  kepada  maptan  suamj   agar  memenuhj  kewajjbannya.  Lama
w;alrfu peringatan tidak boleh lebih dari  8 hari.  Setelah lebih  dari  8  hari,
n|antan  suami  tidak melaksanakan/memenuhi  putusan Pengadilan,  maka
akan    dikelunrkan    surat    penetapan    oleh    Ketun    Pengadilan    yang
lriemelintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Memperhat].kan   penje]asan  beberapa  ahli   hukum   perceralan   sebagaimana

diuralkan  di  ;tas,  maka  dapat  dipaliarfu  bahwa Pasal  41  hunrf a  UU  No.  I  Tahun

1974  adalah iwujud  nomatif  dari  upaya  negara  untuk  melindungi  hak-hak  anak
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setelah tedadi perceraian dsri kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi negara hukum

mengaku dan melindungf HAM.

2.6 Proses riukum Perceraian

a.   Persiapan nonhukum untuk perceraian
I

1)    rdemantapkan njat dan menjerfuhkan pjkinn untuk berceral

Menumt Budi  Susilo (33:2008), bahwa perceraian merupakan keputusan
yang  membutuhkan  pemikiran  serius,  kedewasaan  bertindak  dan  niat
yang   kuat   untuk   menjalaninya.   Mau   tidak   mau   perceraian   akan
apenimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis dan
]almya.  13ukan hanya pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada
anak  keturunarmya,  keluarga  besar  dan  harta  yang  diusahakan  selama
inenjalani  kehidupan  berkeluarga.  Untuk  jtu,  kemantapan  niat  mutlak

:;i:::)raf:.ieebr:]e:a:efea°"rasngj]:::8ba!:i:grpeoTeih:#tndaanfauke#&?nTn
uhtuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan didasari oleh hal-hal yang
bersifat  material   semata.   Perceralan  haous  menjadi  jalan  keluar  bagi
pasangan    yang    memang    sudah    tidak    cocok,     dan    tidak    dapat
mempertatiankan ke`]t`]han n]mah tangganya lagi.

I

Selaln  memantapkan  niat  suamj  jstri  yang  ingin  berceral  juga  perlu

mnenjeminan  pikjran,  dalam  arti  melandasi  pjkjran  dengan  alasan-alasan

objektif, yang tidak hanya emosional  semata,  tetapi juga rasjonal  untuk

bdrcerai, dan mengaou pada alasan-alasan hukum perceraian sbagaimana

ditentulcan dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun  ]975.

2)    Menyediakan biaya dan waktu untuk menjalaul I)roses hukum perceraian
(

di pengadilan

Se{elah  memantapkan  niat  dan  mejemihkan  pikjran,  maka  selanjutnya

suami atau istri yang inrin berceral hanis menyediakan bjaya dan waktu
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untuk  menjalani   proses  hukum  percera].an,  yang  pada  tahap  awalnya

tadalah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Biaya perkara perceraian di pengadilan dibebankan kepada pemohon atau

I

penggugat.  Biaya  perkara  di  pengadilan  agama  misalnya,  dibebankan

kepada penggugat  atau  pemohon berdasarkan  Pasal  89  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telali diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas

Undang-Undang   Nomor   7   Tahun    1989    tentang   Peradjlan   Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009   tentang   perubahan  kedua   atas   Nomor   7   Tahun   1989   tentang

I}ei.adilan Agama, yang meljputi:

•      Biaya kepaniteraan chn biaya matemi yang diperlukan untuk perkara
I       itu.

•'     Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penebemah dan biaya penambilan
sumpah yang diperlukan dalam perk;ara itu.
Biaya yang  diperlukan  untuk melakukan pemeriksaan  setempat dan
tindakan-tjndakan   lain   yang   diper]ukan   oleh   pengadilan   dalam
perkara itu,
Biaya   pemanggilan,    pemberitahuan   dan    lain-lain    atas    perintah

pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Biaya\`perkara pengadilan yang dirincikan di  atas,  tentu  saja belum  termasuk

AoriorcJrj.ztm  bari  penasihat hukum/advokat, jika suami  atau  istri  memberikan  kuasa

kepada penasihat hukum/advokat untuk mewakjlinya dalam proses hukum perceraian,

baik di dalam 'quaupun di luar pengadi]an.
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b.    Pemenuhan persyaratan adminjstrasi hukum untuk permohonan atau gugatan

I

perceraian.

Persyaratan. administlasi yang harus dipenuhi dalam melakukan proses hukum

perceraian, !tergantung pada apakali  para pihak  (suami  dan  isri)  diwahili  oleh  kuasa

hukum/adv;kat    atau   tidak.    Adalah    sebagal    berikut    (Muhammad    Syaifuddin,

2014:223):  ,
I

I)    Apabila tidak dj dampingi penasihat hukum/advokat.

?      Mempersiapkan  surat  permohonan atau gugatan,  setelah memahami
segala  sesuatunya tentang proses  perceralan  (dengan  meminta  saran
atau   nasihat   dari   pihak   yang   memahami   soal   perceraian),   inaka
selanjutnya seorang pemohon atau penggugat dapat mempersiapkan
surat permohonan atau gugatannya.
Menyiapkan  uang  administrasi  yang  nantinya  harus  dibayark.an  ke
bagian pendaftaran permohonan atau  gugatan  di  pengadilan.  Setelah
membayar uang administrasi, pemohon atau penggugat tersebut akan
menerima SKUM (surat keterangan untul- membayar).
Mcmpt;rsiapkan apa ydrig didj ukan pada pcngddilan,  [cnhang rent;iilizi

perceraian   tersebut.    Untuk   mempersiapkannya,   disarankan   agar
berdiskusi  kembali  dengan  orang-orang/pihak  yang  memahami  soal
inj.

2)    Apabjla didampingi penasihat hukum/advokat.
•      Jika  pemohor,  atau  penggugat  memilih  untuk  didampingi  penasihat
I     hukum/advokat,   maka   terlebih   dahulu   penasihat   hukum/advokat

I,     tersebut    harus    membuat    surat    kuasa    yang    kemudian    harus
ditandatangani oleh penggugat. Surat kuasa adalah surat yang meny-
atakan   bahwa   pemohon   atau   penggugat   (sebagai   pemberi   kuasa)

I     memberikan    kuasa    kepada    penasihat    hukum/advokat    (sebagai
I     penerima  kuasa),  untuk  mewakili  pemohon  atau  penggugat  dalam

pengurusan   penyelesaian   perkara  perceraian   di   pengadilan,   yangI     dimulai    darn  pembuatan  surat-surat,  seperti  surat  permohonan  atau

\'    gugatan  perceraian,  surat jawaban,  replik,  duplik,  surat  daftar  alat

:    bukti     dan    kesimpulan.    Kemudian    beracara    di     depan     sidang
pengadilan,  menghadap  institusi  atau  orang  yang  berwenang  dalam

I   =:Ski:tapes:#ns:nut:::¥e±e::';adnj I ::rfa:a, a::rscee::1;aa|3n;aTpaf kepada
• I    Menyiapkan surat permohonan atau gugatan. Apabila surat kuasa ter-
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sebut   telah   ditandatangani   oleh   pemohon   atau   penggugat,   maka
selanjutnya penasihat hukum/advokat (kuasa hukum) akan mengurus
pembuatan  surat  permohonan  atau  gugatan  dan  sul.at-surat  lainnya
yang dibutuhkan selama proses hukum berialan.
Menyimpan sejumlah uang untuk keperluan admiulstrasi, yang akan
di  bayarkan  ke  bagjan  pendaftaran  pemohonan  atau  gugatan  di
pengadilan,  Usai membayar, bjasanya akan menerima SKUM (surat
keterangan untuk membayar).
Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/advokat,
terutama  bila  penasihat  hukum/advokat  yang  diminta  bantuannya
adalah   penasihat   hukum/advokat   yang   di   bayar   sesuai   dengan
kesepakatan sebelunnya.

c.   Proses hukum perceraian di pengadilan agama

1)    Proses hukum cerai talak yaitu (Muhammad syaifuddin, 2014:24l):

Jt      Pengajunn pemohonan cerai talak.
•';     Pemeriksaan dan pendamaian pemohonan cerai ta]ak.
•'L     Pengucapan dan penyaksian ikrar talak.
•      Penetapan hahim putusnya perkawinan karena cerai talck.

2)    P`rost3s ]iukuni ceral gugal yailu (Mulan]mad syaifuddin, 2014:255):

___.I.._-_i

Pengajuan gugatan perceraian.     .
Penetapan pengadilan tentang tindakan  sementara untuk melindungi
hak  suami   istri   dan   anak-anak  selama  berlangsungnya  gugatatan
per_c.eraian.
Pemeriksaan dan pendamaian gugatan perceraian.
Putusan  pengadilan  tentang  putusnya  perkawinan  karena  gugatan

erceraian.

d.    Proses hukum perceraian di pengadilan negeri

1)    Pr`oses    hukum    giigatan    perceraian    yaitu    (Muhammad    Syaifuddin,
2Q14:289):
•  I   Pengajuan gugatan perceraian
o  „   Penetapan pengadilan tentang tindakan  sementara untuk melindungi

I   hak  sunri   istri   dan   anak-anak  selama  berlangsungnya  gugatatan
I,   perceraian.

•   I  Pengguguran demi hukum gugatan perceralan.
•      Pemanggilan sidang gugatan percerian.

I
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.      Pemeriksaan dan pendamalan gugatan perceraian.
•      Putusan pegadilan tentang gugatan perceraian.

2)    Upaya hukum biasa dan lunr biasa dalam proses hukum perceraian yaitu

Ovluhammad Syaifuddin, 2014:372):

•      Upaya hukum banding ke pengadilan tinggj agama/pengadilan tinggi.
•      Upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

+      Upaya hukum peninjauan kembali di Mahkalnah Agung.



BAB3

HAslL PENELITIAN I>AN pEueAHASAN

3.1 Data Perceraian Di Pengadilan Agama Kal)upaten Maros Tahun 2009-2014

Tabel 1
I

Data Perceraian Tahun 2009-2014 Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
I                                        Kabupaten Maros

No Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah

1 2009 69 185 254

2 20io 65 237 302

3 2011I 91 232 323

4 201,2 99 305 404

5 201,3 76 334 410

6 2014 104 349 453

Sumber data: Pengadi]an Agama Kabupaten Maros
\

Dari  data tersebut  di  atas  dapat  diketahui  tejadi  peningkatan jumlah  kasus

perceraian dari tahun 2009-2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.
I

Berdas'arkan    hasil    wawancara,   tanggal    8   januari    2015    dengan   Bapak

Mul]ammad   Tang   se]aku   Wakil   panitera  Pengadilan   Agalria   Kabupaten   Maros

tentang apa penyebab terus tejadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama

Kabupaten Maros bahwa:

"Dj Kabupaten Maros Kasus perceralan pasangan suami istri sudal` mencapai

angka   'yang    sangat    mengkhawatirkan,    jadi    bjsa    dibayangkan    betapa
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I

I

sebchamya  banyak  keluarga  disekhar  kita  mengalani  satu  fase  kehidupan
yang  sungguh  tidek  diharapkan.   Perceraian  senantiasa  membawa  dampak

#:;:diammpa:a;:n:gngeogt:ti#ue:cgeara::s::=patida#i:;a:u;a:;I:::;i:E
bagi,  keduanya  untuk   me]anjutkan   kehidupan   yang   lebih   baik   dan  juga
percpraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi
juga memberikan dampak yang positif, Faktor penyebab tejadinya perceraian
di  K]abupaten  Maros  adalah  Sunmi  tidak  bertanggung jawab,  faktor  sosial
ekon'omi,  persjnalian,  krisjs  akhlak,  tak  ada kchamonisan hingga kekerasan
dalam  runah  tangga  dan  pemikahan  tanpa  cinta.  Namun  hal  yang  paling
mendorong bertambahnya tingkat perceralan di Pengadilan Agama Kabupaten
Maros adalah Masalah status sosial ekonomi".

Jadi  I,,berdasarkan   basil   wawancara   di   atas   faktor   yang   paling   menjadi

pendorong hehingkatnya kasus  perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Mares

adalah  masalah  status  sosial  ekonomi  dalam  rumah tangga.  Status  sosial  ekonomi

dalam rumah tangga sangat mendorong laju tingkat perceraian dikarenakan Manusia
I

merupakan  sekumpulan individu yang membenfuk sistem  sosial tertentu dan secara

bersama-sam?, memilihi tujuan bersama yang hendak dicapai, dan hidup dalam satu

wilayah telleritu (dengan batas tertentu) serta memiliki pemerintahan untuk mengatur

tujuan-tujuan kelompcknya atau individu dalam oi.gahisasinya. Dalam masyarakat itu

kemudian   semakjn  lama  terbentuk  suatu   struktur  yang  jelas  yaitu  terbentuknya

kebiasan-kebiasan, cara (2A.crge), n].]al/norma, dan adat istiadat.

Strukti!r  sosial  yang  terbentuk  ini  kemudian  lama-kelamaan  menyebabkan

adanya  spesilitsasi  dalan  masyarakat yang mengarah  terciptanya  status  sosial  yang

berbeda antar individu. Perbedaan status  sosial  di  masyarakat tentunya akan  diikuti

pula  oleh  perbedaan  peran yang  dimilikj  sesuai  dengan  status  sosial  yang  melekat
I

pada diri  seseorang. Perbedaan-perbedaan jnilah yang merimbulkan setiap individu
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dalam   suatu  masyarakat   menimbulkan   adanya   pelapisan   sosial   atau   yang   lebih

dikenal  dengan  stTatifikasi  sosial.  Sehjngga  dari  stratifikasi  sosial  iullah  yang tidak

dapat   dipepuhj   dari   sepasang   suami   istri   dan   menimbulkan   perselisihan   yang

bemjungpadaperceraian.

Selanjutnya dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa, perceraian dengan

cara cerai gtigat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Hal iud berarti bahwa

lebih  banyak  gugat yang  diajukan  oleh  istri  dibandingkan  dengan  ceral  talak yang

menjadi hal( :suamj.

Berdasarkan   hasil   wawancara,   tanggal    8   januari   2015    dengan   Bapak

Muhammad I Tang   selaku   Wakjl   panitera  Pengadilan  Agama   Kabupaten   Maros

tentang men8apa di  Pengadi]an Agana Kabupaten Maros  lebjh banyal(  cerai  gugat

yaT`g  diaj`ikan  oleh  fstn.  dibandingkan  dengan  a.erai  talak  yang  menjadi  hck  suahi,

berpendapat bahwa :

"Tingkat  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Maros  dari  tahun  ke

tahun  terus  meningkat,  dan  memang  sangat  mencolok  antara  perbandingan
ceral gugat dan ceral ta]ak,  dari proses mediasi  diketahui bahwa suami tjdak
bertanggung jawab menjadi pemicu terbanyak perkara perce,rajan. Kemudian,
faktor (sosial ekonomi, persinahan, krisis akhlak, tak ada keharmolirsan hingga
kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  pemikahan  tanpa  cinta.  Meski  begitu,
secarai umum  akar. persoalan yang menjadi  pendcu  keretakan  rumah  tangga
adalah   faktor   sosial   ekonomi.   Sebab,   lemahnya   sektor   ini   bisa   memicu
dampak-dampak   ]aln    kebanyakan   masalah   ekonomi    menjadi   penyebab
percerdian   karena   suaul   tidak   bertanggungjawab   terkait   naflcah   kepada
istrinya,  hal  ini  yang mengakibatkan  gugatan  cerai  yang  dilakukan  oleh  istri
lebih tinggi tingkatannya dibandingkan talak yang dilakukan oleh suami".

I

Jadi  dari  hasi  wawancara  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tingginya
I

tingkat cerai gugat yang diajukan istri dibandingkan cerai talak yang diajukan suami
I
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dikarenakan   kebanyakan   masalah   ekonomi   menjadi   penyebab   perceraian  karena

suami  tidak  bertanggungjawab  terkait  nafl[ah  kepada  istrinya  maka  dari   jfu  isth

merasa tidak tepenuhinya kebutuhan sosial dan ckonomjnya.

3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Selama Proses

Perceraian I)i Pengadilan Agama Kabupaten Maros

Dalapi Penje]asan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP Perkawinan dikatakan bahwa

proses perceraian yang sedang teriadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan

bagi   suami   untuk   mela]alkan   tugasnya   memberikan   nafl{ah    kepadr    isterinya.

Demikjan pula tugas kewajiban suami-jste.ri itu tcrhadap anak-anaknya. Harus dijaga

jangan  sampai  harta  kekayaan  balk  yang  dimilikj  bersama-sama  oleh  suamj-isteri,

maupun haTta kekayaan isteri atau suami  menjadi  terlantar atau tidak terurus dengan

baik, sebab yang demjkjan it`i b`ikan saja menimb\i]kan kenig{an kepada siiami-isteri

itu melainkan prungkjn juga mengakibatkan kerugian bagi pihal( ketiga.

Selain I,itu,  mengenai  nafltah  ini juga  diatur dalam Pasal  24  ayat (2) huruf a

I'eraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1

Tahun   1974  Tentang  Perkawinan   ("PP  Perkawinan"),   yang  mengatakan   selama

berlangsungnya   gugatan   perceraian   atas   permohonan   penggugat   atau   tergugat,

Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suamj.
I

Berdasarkan    hasil    wawancara,    tanggal    8   januari    20]5    dengan   Bapak

Muhammad   Tang   selaku   Wakjl   panitera   Pengadilan   Agama   Kabupaten   Maros

tentang bagaimana  pelaksanaan  tanggung jawab  ayali terhadap  nafl(ah  anak selana

proses perceraian dj Pengadilan Agama Kabupaten Maros mengatakan bahwa:
I



46

"Berbicara tentang tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak selama proses

perceraian  ada  dua  hal  yang  tebadi,  ada  ayah  yang  memberikan  nafl{ah
anaknya  selama  proses  perceraian,  ada juga  ayah  yang  tidak  memberikan
nafkah  anaknya  selama  proses  perceraian.  Ini  dikarenakan  nafkah  seorang
anak  tidak  dapat  ditetukan  dari  seorang  ayah  se]ama  proses  perceraian jika
beluxp adanya putusan pengadilan oleh hakim, dan hakinpun tidak bisa tidak
bisa memutuskan sesuatu  apabila tidalt dimohonkan oleh penggugat maupun
tergugat (melakukan rekonveusi)".

Dari ,hasil  wawancara tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  tidak

adanya permohonan yang dilakukan penggugat ataupun tergugat (jbu) kepada seorang

ayah untuk inenafkahi anaknya selama proses perceraian maka  pengadilan tidak akan

menetapkanhaltersebut.hisesuaidenganpasal24Ayat(2)humfadanbperaturan
I

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Selam* berlangsungnya gugatan perceraian alas permohonan penggugat atau
teTgilgat. |iengadilan dapat:

a.     Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b.    ###*:nan#.1-hal   yang  Perlu   untuk   menjamin  pemeliharaan   dan

Ini juga sesuai  dengan hasi] wawancara pada tanggal  9 januari 2015  dengan

jbu  seorang  apak  yang  sedang  menjalani  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama

Kabupaten Maros.

"bahwa:.  anaknya  tidak  pemah   diberi   naflcali  oleh  ayahnya  selama  proses

perceraian dikarenakan tidak melakukan permohonan ke pengadilan agar ayah
dari anaknya memberiakan nafkah kepada anaknya seiama proses perceraian."

Dari  ha§i  wawancara  di  alas  tidak  sesuai  dengan  Pasal  45  Ayat  (I)  dan  (2)
\

Undang-Undang Nomor I  Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1)    Kec|ua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka seba-
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I

ik-baiknya.
1)   Kewajiban orang tun .yang dimaksud dalan ayat (1) berlaku sampai anak

itu  kawin  atau  dapat  berdiri   sendiri,   kewajiban  nana  berlaku  terus
meskipun perkawinan antara kedun orang tua putus.

I\faka  dari  itu  dapat  dikatakan bahwa  tidak  dapat  dijadikan alasan seorang

suami melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada anaknya apabila seorang isth

melakukan  pemohonan  ke  pengadilan   tentang pelaksanaan  tanggung j.awab  ayah

terhadap naflcah anak selama proses perceraian.

Berda§ackan   hasjl   wawancara,   tanggal    8   januari   2015   dengan   Bapak

Mininmad  Tang  selaku  Wakil   panitera  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Maros

tentang dari 5ekian banyak putusan apakah ada data khusus tentang jumlali Putusan

Tanggung jawiab ayah terhadap anak selana proses perceralan di Pengadilan Agama

Kabupaten Mares dikatakan bahwa:

Hingga    sekarang    di    Pengadilan    Agama    Kabupaten    Maros    belum
mengklasifikasikan jumlah  data  khusus  tentang jumlah  Putusan  Tanggung
jawab ayah terhadap anak selama pros;stpreceraian, hanya hampjr dari semun
putusan  perceraian  yang dalam  perkawinan pasangan  suami  istri  dikaTunjai
anak mengatur tentang tanggungjawab ayali terhadap anaknya".

Jadi berdasarkan hasjl wawancara di atas belum ada pengklasifikasian jumlah

data  khusus  tentang jumlah  putusan  tanggung jawab  ayah  terhadap  anak  selama

proses preceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros, hanya hampir dari semua

putusan perceraian yang dalam perkawinan pasangan suami  istri tersebut dikaruniai

anak mengatur tentang tanggungj.awab ayah terhadap anaknya,

Selanjutnya  Berdasarkan   putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Maros   nomor:

92AIdt.G/2010ffA.Ms Mengadili dalam rekonvedsi:

®
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1.   Mengabulkan gugatan penggugat sebag].an.
.     2.   Menetapl(an anak yang bemama  --,  umur 3  tahun 7  bu]an dan  ---,  umur  1

tahun 5 bulan berada di bawah peme]iharaan penggugat.
3.   Menghukum   tergugat   untuk   menyerahkan   kepada   penggugat   anak   yang

bemama --.
4.   Menghukum  tergugat  untuk  memberikan  nafltah  kepada  kedua  orang  anak

tersebut  sejum]ah  Rp  200.  000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulan  sejak
putusan ini dijatuhkan sampal kedun anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)
atau dapat berd].ri sendr.ri.

5.   Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
a)   Nafkah lampau sejumlah Rp I. 600. 000,-(satujuta enain ratus ribu

rupiah).
b)   Nafltah jddah sejunlah Rp 600. 000,- (enam ratus ribu rupl.ah).
c)   Mut'ah sejumlah Rp 1. 000. 000,-(satujuta nipiah).

6.   Menolak gugatan penggugat selajn dan selebjhnya.

Jadi  Perdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Maros  tanggung

jawab   ayah   terhadap   anaknya   telah   terpenuhi   karena   putusan   tersebut   telah

menunjukkan bahwa hakim telali menghukum tergugat (ayah dari  anak-anak) untuk

tetap me."fl`-ahi anaknya dengan periimbang hckum  terlebih dahuhi tentang landasan

hukum kewajiban nafkah anal{  bahwa sebagai konsekwensi  darn  adanya aqad nikali

yang  sah  adalah  kewajjban  seorang  ayah  untuk  menafl(ali  anak  yang  di]ahirkan
I

da]am  perkawinan  yang  sah  itu,   seorang  ayal]  berkewajjban  untuk  memberikan

jaminan nafl(ah  dan  seorang  anak  seketika ]ahjr berhalc untuk mendapatkan  nafkah

dari  ayahnya.  Selanjuthya  bahwa  dalam  ljteratlir  fiqh  antara  lairi  dalam  Kitab  Al-

Fiqhu  AI-Is]ami   oleh  Wahbali  az-Zuhailj  untuk  selanjutnya  diambil  a]ih  sebagai

bahan  pertimbangan  bahwa  yang  menjadi  landasan  kewajiban  seorang  ayah  untuk

menafkahi  anaknya  se]ain  disebabkan  adanya  hubungan nasab  antara  ayah  dengan

anak,  adalah jqga  karena kondisi  anak yang  membutuhkan  belanja  dan  kewajiban

tersebut  bukan  hanya  pada  saat  masih  terialin  hubungan  perkawinan  antara  ayah
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dengan  ibuusi  anak,  akan tetapi  adalal juga merupakan  kewajiban  akibat  putusnya
I

perkawinan.   inj  berart].  ayah  dari  analc  tersebut  tetap  harus  menafkahi   anaknya.

Namun jjka melihat dari  nominal  nafl(ab uang  yang ditetapkan  di  putusan tersebut

11

sangatlah jauh  dari  kata  layck  kama  untuk  zaman  modern  sepelti  saat  inj  untuk

menchidupi I 2   (dua)   orang  anck  dengan  biaya  Rp.   200.000   sangatlali  mustahil

dikarenakan |biaya sandang dan pangan yang cukup melambung tingct. Malta dari itu

menurut  pebdapat  penuljs  pada  Pasal  2  UU  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi:

"Penyelenggaraan    per]indungan    anak   berasaskan   Pancasila   dan   berlandeskan

Undang-Unding  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  serta  prinsip-prinsip  dasar

Konvensi  Halt  Anak  meliputi  :  Non  diskriminasi,  Kependngan  yang  terbalk  bagi

anck,   Hck   intuk   hidup,   kelangsungan   hidup   dan   pelkembangan   anak,   dan

Penghargaan ferhadap pendapat anak. Mcka dari itu naflcch yang dibebankan kepada

ayah   dari   apak   tersebut   sebanyalt   Rp.200.000   tidak   dapat   memenuli   tentang
I

kepentingan yang terbaik bagi anak di dalam konvensi hck anck.

3.3 Akibat Hukum Perceraian Terhadap Nafkah Anak

Mengenai  hak-hck anal(  dalam  pasca perceralan  orang tua  sebenamya telali
I

diatur dalam UU No  I  Taliun  1974 bahwa Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak

clan   berakhi+   dengan   putusnya   perkawinan   kedua   orang   tua   oleh   perceraian.

Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1  Talrmi  1974, ditegaskan bahwa

apabila tejadi  perceral-an antara kedua orang tua, mcka seluruh bjaya pemeliharaan

dan pendidikan; anak akan menjadi tanggungjawab bapak.
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Namun  jika  bapak   t]dak   mampu   memenuhi   kewajibannya   tersebut,   maka

pengadilan  dapat memufuskan  agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab  tersebut

Kewaj]ban ini  akan terus ber]angsung sampaj  sl anak telah berusia  18 tahun atau telah

menikah dan dapat berdili  sendiri.  Lebih lanjut, Kompjlasi Hukum Islam juga dengan

tegas menyatakan, bahwa biaya pemeliharaan anak  pasca perceraian chtanggung oleh

si  bapak/ayah.   Semua  biaya  Aczc/#o77oA  dan  nafkah  anak,  wajib  ditanggung  oleh  si

bapak/ayah.   Bilamana  orang  tua  me]alaikan  kewajibannya   unfuk  memelihara   dan

member]kan  nafl(ah  kepada  anak/menelantarkan  anak  sebagimana  te]ah  djputus  oleh

pengadi]an  yeng  telah  berkekuatan  hukum  tetap  maka  p]hak  yang  dirug]kan  dapat

mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  untuk  menuntut  hak-hak   keperdataan

anak   yang   diabaikan    Namun   apabila   pihak   yang   dirug]kan   tidck   puas   terhadap

grlgatan  peTdata  maka  pihak  yang  dirug]kan  dapet  mengajukan  tuntutan  pidam  ke

pengadilan  berdasar  Pasa]   ]3  lrlJ  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan

Yang menyatakan bahwa :

"Setiap anak dalam pengasuhan orang fua, wall atau pihak lain mama pun

berlanggung  jawab   atas   pengasuhan,   berhak   mendapat   perlindungan \g_gr±;_LT_A.*L==

perlakuan      Diskriminasi,      Eksploitasi      balk      eltonomi       maupun      soslal,
Penelantaran  dan  Kekejaman,  kekerasan;  penganiayaan;   Ketidakadilan,  dan
Perlakuan salah lainnya".

Berdasarkan    hasil    wawancara,    tanggal    8   januari    2015    dengan    Bapak

Muhammad   Tang   selaku   Wakil   panitera   Pengadi]an   Agama   Kabupaten    Maros

tentang bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak

"Akibat hukum  perceraian terhadap nafkah anak  ialah hak nafkali untuk  anak

akan  berlangsung  lurus  sampai  anak  itu  menikah,  telah  bekeba,  atau  blsa
menghidupi  dinnya  sendiri  dan  dalam  perceraian  apabila  anak  berada  dalam
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I

surat terseb'ut sanpai  tiga kali.  Bila sampai  ketiga kalj  mantan  suami  be]um juga

melaksanakan jsi I)utusan, maka Pengadilan akan melakukan upaya paksa:
r

Berdasarkan hasjl penelitian penulis eksekusi tersebut sudch sesual dengan

prosedumyai di Pengadi lan Agama Kabupaten Mares.

Dikarenckan  berdasarkan  hasi  wawancara  pada  tanggal  9  februari  2015

kepada  salap  satu ibu  dari  seorang  anak yang  memohonkan  eksekusi  tersebut ke

Pengadilan  Agama Kabupaten Maro§  tentang  apakah prosedur  eksekusi  yang  ibu

ajukan  sudah  sesual  dengan  mengirimkan  surat  yang  ditujukan  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  atan Pengadilan  Negeri  yang  memutuskan  proses  perceraian,

yang   isinya   mendesak   Pengadilan   agar  mengeluarkan   surat  perintah   eksckusi

(pelaksanaan )putusan). Apabj]a surat tersebut telah diterima oleh Pengadi]an Agama

atau Pengadjlin Negeri, maka pjhak Penga.dilan akan mengirimkan surat peringatan

tH»i„aa«#z.7Ig,` kepada mantan suani   untuk prelalts.anckan isi putusan Pengadilan.

Bila sul.at  pen.ngatan  pertama  tidak  dilaksanaltan, Pengadilan  akan mengeluarkan

surat tersebutisampal tiga kali. BiJa sampal  kedga kali  mantan  suami  belum juga
I

melaksanakan     isi      putusan,     maka     Pengadilan     akan     melakulcan      upaya

paksa. menyatakan bahwa:

"benar Ladanya sebeluni memohonkan eksekusi saya mengirimkan surat yang

#::I.d¥spank5ee:agdaadir=¥g:e:::::][¥ar££a?:a¥;:::a:inek¥:i::iys:T&j]::¥:
setelah ,itu  mantan suami  saya  diberikan  surat peringatan  oleh Pengadilan
Agama Kabupaten Maros sebanyak tiga kali namun mantan suami saya tidak
mengindahkannya,    setelch    itu   Pengadilan   Agama    Kabupaten   Maros
melakuan upaya paksa/eksekusi pada harta mi]ik mantan suami saya".

S elanjutnya berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadil an Agama Kabupat-
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en Maros nomor: 92mdt.G/2010ffA.Mrs tentang akjbat hukum perceraian terhadap
I

anak ada 3 hal yang ditetapkan hahim
\

1.   Menetabkan anak yang bemama ---, umur 3 tahun 7 bulan dan ---, umur ltahun 5
bulan bQrada di bawah pemeliharaan penggugat.

2.   Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat anak yang bemama -

3.   rienghu}rm   tergugat  untuk   memberikan   nafkah   kepada   kedua   orang   anak
tersebut Lsejumlah Rp 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan
ini  dijatuhkan  sampal  kedua  anak  terhusebut  dewasa  (berumur  21  tahun)  atau
dapat berdiri sendin.

Dari 3  penetapan pengadilan di  atas akibat hukum  perceraian terhadap  anak

adalah anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya dikarenakan

hak untuk n}engasuh  ahak hanya di  serahkan kepada ibu anak tersebut (penggugat)

dan  selanjutnya  untuk  permasalahan  nafkah  sudah  terpenuhi  namun  di  suatu  sisi
/

jumlah   nafl(ah   yang   ditetapkan   pengadilan   sangatlah   kecil    djbanding   dengan
I

kebutuhan anak tersebut.
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PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a.    Pelaksanaan  tanggung jawab  nafkah  seoralig anak  selama proses  perceraian

dapat tepenwhi apabjla ibu dari anak tersebut memohonkannya ke pengadilan

agar ayah dari  anaknya memberiakan nafl(ah kepada anaknya selama proses

perceraian kemudian di putus oleh hckim di pengadilan.

b.    Akibat hukum perceralan  terhadap nafkali  anak ialah hak nafkali untuk anak

heTlangs`ing   terus   sampal    anak    itu   menikah,   telah   bekeria,   atau   bisa

menghidupi din.nya sendiri.
I

4.2 Saran

a.    Kepada   suuni   yo]ig   mciiccralkan   istrinya  tjdak   dapal   i!lelij.act.kan   alasan

baginya   untuk   me]alaikan   tugasnya   untuk   memberikan   nafkah   kepada

anaknya.  Karena  anck  yang  ]ahir  dari  hasi  pemikahan  butuh  penghidupan

yang layak meskj kedua orang tuanya bercerai.

b.    Kepada  pasangan   suami   istri   yang   bercerai   agar   memperhatikan   nafl{ah,

kesehatan,  pendidikan  dan  segala  hal  positif yang  dibutuhkan  anak  korban

perceralan untuk melangsungkan hidup.
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